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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

= Kegiatan : PENILIKAN KE-4 S-PHPL
= Unit Manajemen : IUPHHK-HA PT KARYA JAYA PARAKAWAN
= Tanggal Audit : 4 - 10 Maret 2021
I. IDENTITAS LPPHPL
1. Nama LPPHPL : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
. Nomor Akreditasi : LPPHPL-019-IDN
3. Alamat . Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
JI. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda
4.  Nomor Telpon . 0541-747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com
5. Direktur . Ir Kurnia, IPU
6. Tim Audit . a) Ir. Suhardi (Auditor PHPL Prasyarat / Ketua Tim Audit)

b) Wouri Pratini Hawiati, S.Hut (Auditor PHPL Produksi)
¢) Mahardika Larasati, S.Hut (Auditor PHPL Ekologi)
d) Rr. Arwita Andharu, S.Hut (Auditor PHPL Sosial dan VLK Hutan)

7. Pengambil . Ir Kurnia, IPU
Keputusan
Il. IDENTITAS AUDITEE
1. Nama Unit Manajemen . PT Karya Jaya Parakawan
2. Alamat Kantor : JI Mulawarman Gg. Damai No. 33 RT. 16 Kel. Karanganyar Pantai
Kec. Tarakan Barat, Tarakan
3. Jenis lzin Usaha . lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu — Hutan Alam (IUPHHK-HA)
4. SKIUPHHK- HA . No. SK. 722/Menhut-11/2010 Tanggal 30 Desember 2010
5. Luas dan Lokasi Areal Kerja : + 19.440 Hektar di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
6. Pengurus Perusahaan . Direksi :

Agus Rawi (Direktur Utama)
Subur Mulia, SE (Direktur)
Komisaris :
Chintya Fransisca (Komisaris Utama)
7. Nama dan Email : Memed Muhidin, kjp_tarakan@yahoo.co.id
MR Auditee
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IIl. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN PENILIKAN KE-4 S-PHPL
Audit dilakukan dengan cara remote audit (audit jarak jauh) secara virtual meliputi kegiatan :

1. Tahapan
Waktu
Tempat
Ringkasan
Catatan

2. Tahapan
Waktu
Tempat
Ringkasan
Catatan

3. Tahapan
Waktu
Tempat
Ringkasan
Catatan

Koordinasi dengan instansi kehutanan SEBELUM penilaian

4 Maret 2021

Zoom Room

a) Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur dan
BPHP Wilayah XI Samarinda.

b) Masukan dan saran hasil koordinasi dicatat menggunakan form P01-3.9 Rev.1
13/1/2021, termasuk informasi tambahan tentang PT Karya Jaya Parakawan.

Pertemuan Pembukaan

4 Maret 2021

Zoom Room

a) Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Karya Jaya
Parakawan.

b) KTA menyampaikan maksud dan tujuan audit, kriteria yang digunakan, dan
jadwal rinci kegiatan audit serta waktu penyampaian hasil audit dan
ketentuan-ketentuan lainnya terkait proses audit.

c) Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara
elektronik.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

4 - 8 Maret 2021

Zoom Room

a) Penilaian kinerja PHPL menggunakan Standar Penilaian Kinerja PHPL sesuai
Lampiran 1.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap
kinerja pengelolaan hutan dalam waktu 6 (enam) tahun terakhir.

b) Penilaian legalitas kayu menggunakan Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai
Lampiran 2.2 Kepdirjen No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 terhadap
kinerja produksi kayu bulat dalam waktu 1 (tahun) tahun terakhir

c) Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah,
menggunakan room yang berbeda :

1) Room 1 untuk kriteria prasyarat

2) Room 2 untuk kriteria produksi

3) Room 3 untuk kriteria ekologi

4) Room 4 untuk kriteri sosial dan VLK Hutan

d) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :

1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap
dokumen dan laporan kegiatan UM.
2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil
kegiatan/fungsi alat.
b) permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik /
pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
e) Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat
menggunakan checklist.
f) Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording).
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4. Tahapan
Waktu
Tempat
Ringkasan
Catatan

5. Tahapan
Waktu
Tempat
Ringkasan
Catatan

6. Tahapan
Waktu
Tempat
Ringkasan
Catatan

Pertemuan Penutupan
9 Maret 2021
Zoom Room

a)

b)

c)

Pertemuan dilakukan dengan MR dan personel terkait PT Karya Jaya
Parakawan.

KTA menyampaikan hasil pelaksanaan audit, meliputi informasi jalannya
proses audit, temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian dan kesimpulan
sementara hasil penilaian kinerja PHPL.

Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absen secara elektronik.

Koordinasi dengan instansi kehutanan SETELAH penilaian
10 Maret 2021
Zoom Room

Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan
BPHP Wilayah BPHP Wilayah XI Samarinda.

KTA melaporkan jalannya proses audit, tindak lanjut saran dan masukan yang
diperoleh saat pertemuan awal, kesimpulan sementara hasil audit dan tahapan
kegiatan sertifikasi selanjutnya.

Acara koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.

Pengambilan Keputusan

Senin, 29 Maret 2021

Kantor PT Trustindo Prima Karya

Hasil keputusan Penilikan Ke-4 S-PHPL, ditetapkan :

1.
2.
3.

4,

PT Karya Jaya Parakawan dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHPL.
Predikat, berubah menjadi BAIK;

Masa berlaku S-PHPL, berubah menjadi 6 (enam) tahun yang terhitung dari
tanggal 13 April 2017 sampai dengan 12 April 2023; dan

Pelaksanaan penilikan S-PHPL, tetap dilakukan 1 (satu) kali setiap 12 (dua
belas) bulan.
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IV.RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Nilai pada setiap verifier yang digunakan berserta uraian singkat alasannya adalah sebagai berikut :

1. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRASYARAT

1. Indikator 1.1 :

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

1.  Verifier 1.1.1

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

2.  Verifier 1.1.2
Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK- HA,
Pedoman TBT,/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi
Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta
Penetapan Areal Kerja).

Co-Dominan

SEDANG

PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen legal berupa dokumen SK. IUPHHK-
HA Nomor : SK. 722/Menhut-1I/2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang
Perpanjangan IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan Atas Areal Hutan Produksi
Seluas + 19.440 Ha Di Provinsi Kalimantan Timur, terlampir Peta Areal Kerja Skala
1:100.000.

PT Karya Jaya Parakawan diverifikasi hanya memiliki sebagian dokumen
administrasi tata batas yaitu Laporan TBT No. 1301 Tahun 1998 dan Laporan TBT
No. 1339 Tahun 1999 beserta pedoman/ pernyataan tata batas, instruksi kerja,
BAP tata batas dan petanya.

Sedangkan untuk tata batas kawasan hutan dan APL PT Karya Jaya Parakawan
diverifikasi tidak memiliki kelengkapan dokumen administrasi tata batas sesuai
dengan realisasi penataan batasnya berupa batas dengan areal Perkebunan Kelapa
Sawit PT Palem Segar Lestari sepanjang 9,53 Km dan PT Sebaung Sawit
Plantation sepanjang 28,61 Km.

Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
Dominan
SEDANG

Mengacu pada Surat Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No. S.645/BPKH IV-
2/2016 tanggal 25 November 2016 perihal informasi tata batas areal kerja [IUPHHK-
HA PT Karya Jaya Parakawan menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan belum ditata batas
temu gelang, namun batas kawasan hutan yang merupakan batas areal kerja
telah ditata batas oleh BPKH Wilayah IV Samarinda pada tahun 2015.

2. Areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan terdiri dari 2 (dua) Blok
dengan masing-masing panjang batas sebagai berikut :

a. Blok | panjang keseluruhan £ 78.323,95 meter terdiri dari :
1) Batas Sendiri + 47.568,22 m.

2) Batas areal kerja yang merupakan batas kawasan hutan + 30.755,73
m.

b. Blok Il panjang batas keseluruhan * 53.233,88 meter terdiri dari :
1) Batas Sendiri + 18.673,21 meter

2) Batas areal kerja yang merupakan batas kawasan hutan £ 34.580,67
meter
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3.  Verifier 1.1.3

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Dengan demikian total kewajiban penataan batas PT Karya Jaya Parakawan
sepanjang + 131.557,83 m.

Hasil deliniasi panjang batas areal PT Karya Jaya Parakawan diketahui bahwa
seluruh batas areal PT Karya Jaya Parakawan sepanjang 131,64 Km terdiri dari
batas pada Blok | sepanjang 78,58 Km dan batas pada Blok Il sepanjang 53,06 Km.
PT Karya Jaya Parakawan telah merealisasikan penataan batasnya sepanjang 89,07
Km dengan realisasi batas di Blok | sepanjang 44,98 Km dan realisasi batas di Blok
Il sepanjang 44,09 Km. Dengan demikian sisa panjang batas yang belum ditata
batas oleh PT Karya Jaya Parakawan sepanjang 42,57 Km

PT Karya Jaya Parakawan melakukan upaya untuk merealisasikan penataan
batasnya dengan menyusun dan mengajukan Rencana Penataan Batas sesuai
dengan surat No.08/KJP/P-TTB/III/2017 tanggal 1 Maret 2017. Selanjutnya
terdapat Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.157/KUH/PKHW2/
PLA-2/5/2017 tanggal 03 Mei 2017 perihal tanggapan atas permohonan arahan
rencana tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan di Provinsi
Kalimantan Utara yang merupakan jawaban atas surat PT Karya Jaya Parakawan
No 08/KJP/P-TTB/II/2017 tanggal 1 Maret 2017, Direktur Pengukuhan dan
Penatagunaan Kawasan Hutan memberikan arahan sebagai berikut :

a. Penyelesaian permasalahan tumpang tindih areal kerja IUPHHK-HA/HT/RE
yang berdampak pada perubahan luas areal kerja merupakan kewenangan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Untuk itu agar
berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
terkait penyelesaian tumpang tindih areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Jaya
Parakawan dan IUPHHK-HTI PT Adindo Hutani Lestari.

b. Penyusunan rencana penataan batas dan peta kerja penataan batas disusun
mengacu kepada areal kerja sesuai izin pemanfaatan hutan dan tidak
diperkenankan untuk menyusun rencana penataan batas di luar areal kerja izin
pemanfaatan.

c. Penyusunan dan penyampaian konsep rencana dan peta kerja penataan batas
kepada Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan agar
dilaksanakan setelah ada kepastian areal sebagaimana dimaksud huruf a.

Pelaksanaan penataan batas areal PT Karya Jaya Parakawan terkendala oleh
adanya tumpang tindih areal dengan PT Adindo Hutani Lestari yang masih harus
diselesaikan terlebih dahulu.

Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta
SK IUPHHK)

Dominan
SEDANG

Pada areal IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan terdapat konflik batas berupa
areal tumpang tindih antara areal PT Karya Jaya Parakawan dengan areal IUPHHK-
HTI PT Adindo Hutani Lestari pada Blok | yang dideliniasi seluas * 4.713,09 Ha.

PT Karya Jaya Parakawan telah berupaya untuk melakukan penyelesaian atas areal
tumpang tindih dengan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Surat PT Karya Jaya Parakawan No. 09/KJP/PWH-Adindo/I1l/2015 tanggal 10
Maret 2014 perihal permohonan verifikasi tumpang tindih areal kerja IUPHHK-
HA PT Karya Jaya Parakawan dengan IUPHHK-HTI PT Adindo Hutani Lestari
yang ditujukan kepada Dirjen BUK Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Tindak lanjut dari surat ini adalah adanya undangan rapat
pembahasan masalah tumpang tindih dari Direktorat Jenderal Planologi
dengan Surat No. UN.89/WP3H-3/2014 tanggal 11 Juni 2014.
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4, Verifier 1.1.4

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

5. Verifier 1.1.5

Bobot
Nilai

2. Direktur Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan
Hutan melalui Nota Dinas No. ND.129/WP3H-3/2014 tanggal 30 Mei 2014
yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan menyampaikan
upaya penyelesaian tumpang tindih areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Jaya
Parakawan dengan IUPHHK-HTI PT Adindo Hutani Lestari menyatakan bahwa:
a. Areal yang tumpang tindih menjadi bagian dari areal kerja IUPHHK-HA
PT Karya Jaya Parakawan karena berdasarkan tata waktu pemberian
IUPHHK-HA PT karya jaya Parakawan lebih dahulu dari IUPHHK-HTI PT
Adindo Hutani Lestari.

b. Terdapat kekurang cermatan Pemerintah dalam hal ini Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan pada penyiapan peta areal kerja [UPHHK-
HTI PT Adindo Hutani Lestari, maka terhadap pengurangan areal kerja PT
Adindo Hutani Lestari perlu dicarikan areal pengganti.

3. Selanjutnya PT Karya Jaya Parakawan memindahkan kegiatan operasionalnya
ke lokasi Blok Il agar tidak terjadi konflik di lapangan terkait adanya
overlapping areal dan menghidari adanya dua kegiatan operasional pada
lokasi yang sama.

4. PT Karya Jaya Parakawan melakukan upaya untuk menata batas arealnya
melalui Surat No. 08/KJP/P-TTB/II/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang
ditujukan kepada Dirjen Planologi perihal permohonan arahan rencana tata
batas areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan.

5. Tindak lanjut dari permohonan arahan rencana tata batas tersebut terdapat
Surat Dirjen Planologi Kehutanan No. S.157/KUH/PKHW2/PLA-2/5/2017
tanggal 03 Mei 2017 perihal tanggapan atas permohonan arahan rencana tata
batas areal kerja IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan di Provinsi Kalimantan
Utara. Inti dari permasalahan adalah Rencana Penataan Batas PT Karya Jaya
Parakawan dapat dilaksanakan setelah adanya penyelesaian tumpang tindih
areal kerja IUPHHK-HA PT Karya jaya Parakawan dengan IUPHHK-HTI PT
Adindo Hutani Lestari.

6. Selanjutnya PT Karya Jaya Parakawan akan melepaskan areal tumpang tindih
seluas + 4.713,09 Ha apabila mendapatkan kepastian perubahan status
kawasan dari APL menjadi HP pada lokasi rencana perluasan areal PT Karya
Jaya Parakawan yang berada di sebelah timur (areal Eks PT Dana Mulia
Bhakti), mengingat apabila PT karya Jaya Parakawan melepaskan areal
tumpang tindih seluas + 4.713,09 Ha maka akan terjadi pengurangan etat luas
per tahun £ 117 Ha/Th. Saat ini etat luas per tahun PT Karya Jaya Parakawan
sebesar 411,98 Ha/Th. Apabila terdapat pengurangan etat seluas * 117 Ha/Th
sisanya menjadi + 298,98 Ha/Th dan hal ini sangat tidak feasible sehingga
opsinya harus mengajukan permohonan perluasan areal I[UPHHK-HA PT
Karya Jaya Parakawan

Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila
tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable).

Co-Dominan
N/A

Pada Areal PT Karya Jaya Parakawan tidak terdapat perubahan fungsi kawasan,
seluruh areal PT Karya Jaya Parakawan seluas * 19.440 Ha berada pada fungsi
Hutan Produksi Tetap (HP).

Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan
kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable).

Co-Dominan

N/A
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Ringkasan
Justifikasi

6. Verifier 1.1.6
Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Nilai Kinerja
Indikator 1.1

Indikator 1.2 :

Pada areal IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan diverifikasi tidak terdapat
penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. Areal tumpang tindih di Blok I
seluas * 4.713,09 Ha tetap digunakan untuk kegiatan kehutanan berupa
penanaman HTI oleh IUPHHK-HTI PT Adindo Hutani Lestari, sedangkan untuk
kegiatan perladangan, pemukiman, perkebunan dan kegiatan lain di luar sektor
kehutanan tidak dijumpai pada areal PT Karya Jaya Parakawan.

Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK
Dominan
SEDANG

Pada areal IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan terdapat konflik tenurial berupa
penguasaan lahan dan tumpang tindih dengan IUPHHK-HTI PT Adindo Hutani
Lestari di Blok | seluas £ 4.713,09 Ha. Kondisi di lapangan sudah terdapat kegiatan
penanaman HTI dengan tanaman jenis Acacia crassicarpa seluas £ 1.859 Ha
(sesuai dengan data hasil citra satelit No. S.128/IPSDH/PSDH/PLA.1/2/2021
tanggal 08 Februari 2021)

Terdapat upaya dari IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan untuk menyelesaikan
sesuai dengan peraturan perundangan dengan melaporkan kepada kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun demikian sampai saat ini masih belum
ada realisasi penyelesaiannya karena masing-masing pihak yang tumpang tindih
memiliki perizinan yang sah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
PT Karya Jaya Parakawan juga berupaya untuk mencari opsi lainnya berupa
penggantian areal pada lokasi lainnya, namun masih belum direalisasikan karena
areal yang diusulkan bukan merupakan areal dengan fungsi kawasan hutan
produksi namun berupa APL dan berdasarkan informs dari MR PT Karya Jaya
Parakawan saat ini masih menunggu proses perubahan areal dari APL menjadi
Kawasan Hutan.

Di luar areal tumpang tindih tersebut tersebut tidak dijumpai adanya konflik
tenurial dengan pihak lainnya. Dengan demikian penguasaan areal oleh PT Karya
Jaya Parakawan mencapai 75,76 % atau seluas 14.726,91 Ha dari luas izin
[UPHHK-HA selua 19.440 Ha.

SEDANG dengan nilai mencapai 66,67%, tanpa verifier bobot Dominan
bernilai Buruk.

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

1.  Verifier
1.2.1

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL
serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan

Co-Dominan
BAIK

Terdapat dokumen visi dan misi yang telah disahkan oleh Direksi PT Karya Jaya
Parakawan No. 06/KJP/SK/NVII/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Revisi SK Nomor
03/KJP/SK/I/2016 tentang Perubahan Visi dan Misi IUPHHK-HA PT Karya Jaya
Parakawan. Hasil verifikasi dokumen Visi dan Misi PT Karya Jaya Parakawan telah
sesuai dengan kerangka PHPL di mana terdapat kelestarian produksi, kelestarian
ekologi dan kelestarian sosial.

Visi dan Misi PT Karya Jaya Parakawan telah disosialisasikan kepada karyawan
dengan melakukan penempelan banner visi dan misi di basecamp dan kantor PT
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2. Verifier
1.2.2

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Nilai Kinerja
Indikator 1.2

Karya Jaya Parakawan sehingga setiap saat karyawan dan pekerja dapat membaca
dan memahami isi dari visi dan misi perusahaan. Secara khusus sosialisasi visi dan
misi telah dilakukan sesuai dengan BAP yang dibuat tanggal 30 Juli 2017 dan BAP
sosialisasi Visi dan Misi tanggal 10 Agustus 2017 dan sosialisasi rencana kegiatan
operasional setiap tahunnya.

Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan dengan melakukan
pertemuan dan melakukan penjelasan kepada masyarakat setiap tahunnya dalam
kegiatan sosialisasi rencana operasional. Terdapat dokumen BAP sosialisasi Visi dan
Misi kepada masyarakat tanggal 10 Agustus 2017 di Balai Desa Tepian yang dihadiri
oleh Kepala Desa Tepian, Ketua RT 04, Ketua RT 06, perwakilan masyarakat Desa
Tepian dan karyawan PT Karya Jaya Parakawan.

Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.

Dominan
SEDANG

Implementasi visi dan misi PT Karya Jaya Parakawan belum seluruhnya dilakukan di
antaranya sebagai berikut :

1. Misi mewujudkan pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dengan
menerapkan prinsip kelestarian fungsi produksi, kelestarian sumberdaya hutan
dan kelestarian usaha kehutanan telah diimplementasikan dengan melakukan
penyusunan dokumen perencanaan berupa RKUPHHK berdasarkan IHMB dan
Revisinya serta dokumen RKT yang disesuaikan dengan dokumen RKUPHHK-HA
dengan target sesuai dengan etat luas dan etat volume, namun demikian terkait
dengan pencapaian target produksi masih belum tercapai seluruhnya dan
kepastian kawasan masih belum direalisasikan dengan melakukan tata batas
temu gelang.

2. Misi mewujudkan stabilitas ekosistem hutan untuk kelestarian fungsi ekologi
sebagai penyangga kehidupan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi
optimum dalam pemanfaatan hutan telah diimplementasikan dengan menyusun
dokumen lingkungan seperti dokumen AMDAL, RKL dan RPL serta melakukan
kelola lingkungan di lapangan, namun dalam pelaksanaannya masih belum
optimal dan kegiatan kelola lingkungan seperti penataan batas kawasan lindung
dan pengelolaan flora dan fauna, serta pengelolaan limbah, kegiatan perlindungan
dan pengamanan hutan dan SDMnya masih belum sepenuhnya memenuhi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Misi mewujudkan terjaminnya fungsi manfaat hutan bagi masyarakat dan negara
secara berkelanjutan lintas generasi telah diimplementasikan dalam kegiatan
kelola sosial dan hasil penilaian auditor sosial menyatakan bahwa kegiatan kelola
sosial belum sepenuhnya dilakukan dengan baik sesuai dengan visi dan misinya.

4. Misi membangun industri kehutanan yang berwawasan lingkungan secara
khusus diimplementasikan dalam bentuk pembangunan industri veneer.

SEDANG dengan nilai mencapai 77,78%, tanpa verifier bobot Dominan
bernilai Buruk
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3. Indikator1.3:

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung
Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

1.  Verifier
1.3.1

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

2.  Verifier
1.3.2

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

3.  Verifier
1.3.3

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis
PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada
setiap bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan

Co-Dominan
BAIK

Ganis PHPL PT Karya Jaya Parakawan telah direalisasikan pada setiap bidang
kompetensinya sesuai dengan kebutuhan dan simpul kegiatan pengelolaan hutan
produksi lestari, dan terdapat jumlah yang mencukupi pada setiap kompetensi Ganis
PHPL dengan keberadaannya di lapangan sesuai dengan penempatannya pada
struktur organisasi.

Ganis PHPL PT Karya Jaya Parakawan telah diunggah pada sistem informasi Ganis
Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan SIGANISHUT dan telah mendapatkan
SK Penugasan dari BPHP Wilayah XI Samarinda sebagai berikut :

1. Ganis Kurpet atas nama Memed Muhidin Register 16210003384 berlaku sampai

dengan 01/02/2023 dengan SK Penugasan No. SK.648/BPHP.XI/PEPHP/2/2021

2. Ganis Canhut atas nama Juni Leo Saputra Register 01210003448 berlaku sampai
dengan 21/12/2023 dengan SK Penugasan No. SK.650/BPHP.XI/PEPHP/2/2021

3. Ganis Nenhut atas nama Arif Setiawan Register 02200003454 berlaku sampai
dengan 21/12/2023 dengan SK Penugasan No. SK.157/BPHP.XI/PEPHP/1/2021

4. Ganis Binhut atas nama Sabri Register 03200003376 berlaku sampai dengan
21/12/2023 dengan SK Penugasan No. SK.129/BPHP.XI/PEPHP/1/2021

5. Ganis PKB-R atas nama Apendi Diningrat Register 04200002920 berlaku sampai
dengan 18/12/2023 dengan SK Penugasan No. SK.132/BPHP.XI/PEPHP/1/2021

6. Ganis PKB-R atas nama Rasiman Register 04210003464 berlaku sampai dengan
01/02/2023 dengan SK Penugasan No. SK.649/BPHP.XI/PEPHP/2/2021.

Peningkatan kompetensi SDM

Dominan
SEDANG

Peningkatan kompetensi karyawan PT Karya Jaya Parakawan dengan melakukan
pelatihan kepada karyawan baik bidang kehutanan maupun pelatihan lainnya. Selama
periode audit PT Karya Jaya Parakawan telah merencanakan kegiatan pelatihan
sebanyak 8 orang dan merealisasikan sebanyak 5 orang atau sebesar 62,50% berupa
penyegaran Ganis PHPL dan SIGANISHUT serta pengendalian kebakaran hutan dan
lahan.

Ketersediaan dokumen ketenaga-kerjaan.

Dominan
BAIK

Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di basecamp PT Karya Jaya Parakawan
selama Periode Audit Penilikan Ke-4 (Keempat) dinilai tersedia lengkap dan PT Karya
Jaya Parakawan telah menerapkan peraturan ketenagakerjaan secara normatif
dengan baik seperti :
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Nilai Kinerja
Indikator 1.2

4. Indikator1.4:

1. Terdapat pernyataan kebebasan berserikat bagi karyawan PT Karya Jaya
Parakawan sesuai Surat Pernyataan Direktur Utama tanggal 12 Februari 2016.

2. Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara No. 298/DTKT/SK/V/
2019 tanggal 09 Mei 2019n dan berlaku sampai dengan 27 April 2021.

3. Terdapat dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan tanggal 01 Desember 2020
dengan No. Pelaporan 77111.20201201.0001

4. Mengikutkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan pada karyawannya dengan
Sertifikat Nomor 1500000002984 dan NPP No. SS021011

5. Penerapan Upah Minimum Kabupaten

6. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur

7. Terdapat peningkatan kompetensi karyawan melalui Pendidikan dan pelatihan.

BAIK dengan nilai mencapai 86,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai
Buruk

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi
dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

1.  Verifier
1.4.1

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

2.  Verifier
1.4.2

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL

Dominan
BAIK

PT Karya Jaya Parakawan menetapkan kembali Struktur Organisasi dengan SK
Pimpinan PT Karya Jaya Parakawan Nomor 18/KJP/SK/XI/2020 tanggal 16 November
2020 tentang Revisi Keputusan Pimpinan  PT Karya Jaya Parakawan No.
07/KJP/SK/XI/2019 tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi dan Job
Descriptioan PT Karya Jaya Parakawan.

Terdapat lampiran SK berupa Bagan Struktur Organisasi dan Personil yang mengisi
masing-masing jabatan serta Job Description atau uraian tugas pada masing-masing
jabatan yang ada.

Struktur Organisasi PT Karya Jaya Parakawan telah sesuai dengan prinsip dan kaidah
pengelolaan hutan produksi lestari dan telah ditetapkan oleh Direksi.

Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.

Dominan
BAIK

PT Karya Jaya Parakawan telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan
dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Kondisi peralatan SIM PT Karya
Jaya Parakawan mencukupi untuk melakukan komunikasi dan pengiriman data.
Terdapat jaringan internet di basecamp dengan menggunakan V-Sat dengan peralatan
dan SDM yang cukup memadai.

Terdapat SK Pimpinan PT Karya Jaya Parakawan Nomor : 02/KJP/SK/I/2016 tanggal
15 Januari 2016 yang menunjuk Sdr. Yogi Eka Pratama sebagai Pelaksana SIM PT
Karya Jaya Parakawan.

PT Karya Jaya Parakawan memiliki SOP SIM PT Karya Jaya Parakawan dengan SOP
No. SOP-01/KJP/2/2021 Revisi 01 yang dibuat oleh Yogi Eka Pratama, diperiksa oleh
Apendi Diningrat dan Disetujui oleh Memed Mubhidin tanggal 02 Maret 2021
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3.  Verifier
1.4.3

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

4. Verifier
1.4.4

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

5.  Verifier
1.4.5

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK
dan kepatuhan pengisiannya

Dominan
BAIK

PT Karya Jaya Parakawan memiliki tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM
Kementerian sebagai berikut :

1. Operator SIPNBP atas nama Yogi Eka Pratama dengan SK Pimpinan PT
Karya Jaya Parakawan No. 07/KJP/SK-Opr SIPNBP/I/2020 tanggal 05 Januari
2020

2. Operator SIPUHH atas nama Iswahyudi dengan SK Pimpinan PT Karya Jaya
Parakawan No. 08/KJP/SK-Opr SIPUHH/I/2020 tanggal 05 Januari 2020

3. Operator SIGANISHUT atas nama Iswahyudi dengan SK Pimpinan PT Karya
Jaya Parakawan No. 14/KJP/SK-Opr/XI1/2020 tanggal 15 Desember 2020

4. Operator E-Monev atas nama Yogi Eka Pratama dengan SK Pimpinan PT
Karya Jaya Parakawan No. 11/KJP/SK/I/2020 tanggal 05 Januari 2020

Hasil pengecekan kepatuhan pelaporan diketahui bahwa PT Karya Jaya Parakawan
aktif dan patuh melakukan pelaporan produksi melalui SIPUHH Online dan melakukan
kewajiban pembayaran kewajiban PNBP melalui S| PNBP dan tidak terdapat tunggakan
pembayaran PNBP-nya.

Kegiatan pelaporan E-Monev diverifikasi telah dilakukan pelaporan E-Monev yang
dilaporkan pada bulan Februari 2021 untuk data pelaporan kegiatan TPTI dan
pengusahaan hutan lainnya realisasi bulan November 2020

Sedangkan untuk SIGANISHUT telah dilakukan pelaporan dan upload data Tenaga
Teknis untuk diterbitkan Register dan Penerbitan SK Penugasan Tenaga Teknis dari
BPHP Wilayah XI Samarinda.

Keberadaan SPl/internal auditor dan efektifitasnya.

Dominan
SEDANG

PT Karya Jaya Parakawan memiliki Struktur Organisasi Internal Audit (SPI) dan
personil SPI yang telah ditetapkan oleh Direksi dengan SK Nomor : 07/KJP/SK-
SPI/X1/2020 tanggal 16 November 2020 yang menunjuk Ketua SPI atas nama Marijadi,
S.Hut.

Selama periode penilikan dinilai SPI PT Karya Jaya Parakawan telah berjalan efektif
untuk mengontrol tahapan kegiatan di mana telah mencakup bagian operasional dan
non operasional. Namun demikian hasil pemeriksaan masih terlihat sangat global dan
belum menjangkau pada seluruh aspek pengelolaan hutan produksi lestari yang
prinsip seperti progress penyelesaian tata batas dan penyelesaian konflik tumpang
tindih, kegiatan pemantauan riap tegakan, kegiatan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan termasuk flora dan fauna, sarana dan prasarana Damkarhutla dan SDM-
nya, serta bagian pendukung operasional seperti logistik dan keuangan

Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil
monitoring dan evaluasi

Dominan
SEDANG

Hasil verifikasi dokumen laporan SPI dan laporan tindak lanjutnya diketahui bahwa
hanya terdapat laporan tindak koreksi dan pencegahan pada sebagian temuan SPI
seperti penyebab tidak tercapainya target produksi dan kelola sosial, namun pada
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Nilai Kinerja
Indikator 1.4

5. Indikator 1.5 :

temuan yang lainnya diverifikasi tidak terdapat laporan monitoring tindak koreksi dan
pencegahan atas temuan SPI di antaranya sebagai berikut :

a. Tindaklanjut atas temuan realiasi tata batas masih belum ditindaklanjuti di
lapangan.

b. Tindaklanjut atas temuan realiasi pencapaian produksi sebesar 70,64% dengan
melakukan rapat koordinasi antara Manager PH dengan Manager Industri Veneer,
namun belum memastikan perluasan pasar yang menjadi temuan SPI.

¢. Temuan terkait kekurangan Sarjana Kehutanan di lapangan dengan membuat
pengumuman rekrutmen belum terealisasi rekrutmennya.

d. Temuan pada realisasi kelola sosial tahun 2020 sebesar 70,52% akan
ditindaklanjuti dengan merealisasikan pada tahun 2021

BAIK dengan nilai mencapai 86,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai
Buruk

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.  Verifier
1.5.1

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

2.  Verifier
1.5.2

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan,
pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya

Co-Dominan
BAIK

Lokasi RKTUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan Tahun 2020 dan Tahun 2021
berada pada Blok Il di mana wilayah Blok Il berada di Desa Tepian, sedangkan desa
lainnya berada di Blok I.

Kegiatan RKT selama periode audit Penilikan Ke-4 (Keempat) PT Karya Jaya
Parakawan yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat
telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan pihak yang berwenang serta dari
masyarakat yang terdampak atas dasar informasi awal yang memadai dari
masyarakat Desa Tepian di Blok Il atau sebesar 100% sesuai dengan BAP kegiatan
sosialisasi RKT 2020 di Balai Desa Tepian tanggal 6 Januari 2020 dan BAP kegiatan
sosialisasi RKT 2021 di Balai Desa Tepian tanggal 3 Maret 2021.

Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD

Dominan
SEDANG

Proses dan pelaksanaan kelola sosial berupa CD/ CSR PT Karya Jaya Parakawan
telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik
dari pemerintah maupun dari masyarakat desa binaan atau desa terdampak.
Terdapat dokumen BAP kegiatan sosialisasi kepada desa terdapak dan desa binaan,
kegiatan sosialisasi telah dilakukan pada tahun 2020 dan 2021 terhadap masyarakat
desa Tepian di Blok Il sedangkan untuk masyarakat di sekitar Blok | tidak diperoleh
bukti pelaksanaan sosialisasinya.

Kegiatan PT Karya Jaya Parakawan seluruhnya berada pada Blok Il di mana wilayah
Blok Il hanya memiliki 1 (satu) desa binaan yaitu Desa Tepian. Kegiatan sosialisasi
dan persetujuan CD/CSR/ Kelola Sosial dilakukan terhadap sebagian masyarakat yaitu
hanya masyarakat di Desa Tepian dengan bobot 50% sedangkan di desa-desa sekitar
Blok | tidak dilakukan kegiatan sosialisasinya.
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3.  Verifier
1.5.3

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Nilai Kinerja
Indikator 1.5

Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung

Dominan
SEDANG

Pelaksanaan proses dan persetujuan kawasan lindung PT Karya Jaya Parakawan
telah mendapatkan persetujuan dalam proses penetapannya dari para pihak baik
dari pemerintah sesuai dengan pengesahan dan persetujuan dokumen AMDAL,
RKUPHHK dan Revisi RKUPHHK-HA periode 2013 - 2022. Dari masyarakat desa
binaan atau desa terdampak telah dilakukan kegiatan sosialisasi di seluruh desa
binaan, namun pelaksanaannya sudah lama yaitu tahun 2013, sedangkan selama
periode audit tahun 2020 dan tahun 2021 hanya dilakukan pada Desa Tepian di Blok
Il di mana lokasi kegiatan berada di Blok .

Kegiatan PT Karya Jaya Parakawan beberapa tahun terakhir seluruhnya berada pada
Blok Il di mana wilayah Blok Il hanya memiliki 1 (satu) desa binaan yaitu Desa
Tepian. Kegiatan sosialisasi kawasan lindung dan persetujuan proses penetapan
kawasan lindung dilakukan terhadap sebagian masyarakat yaitu hanya masyarakat di
Desa Tepian dengan bobot 50% sedangkan di desa-desa sekitar Blok | pelaksanaan
sosialisasinya sudah lama (tahun 2013) dan pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak
dilakukan kegiatan sosialisasinya

SEDANG dengan nilai mencapai 73,33%, tanpa verifier bobot Dominan
bernilai Buruk

2. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA PRODUKSI
6. Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.  Verifier
2.1.1

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

2.  Verifier
2.1.2

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui
oleh pejabat yang berwenang

D
Baik

Terdapat dokumen RKUPHHK yang telah disahkan berdsarkan SK Menteri Kehutanan
dengan Nomor SK.38/BUHA-2/2013 pada tanggal 26 Agustus 2013 tentang Persetujuan
RKUPHHK berbasis IHMB Periode Tahun 2013-2022 dan Revisi RKUPHHK-HA yang
sudah disetujui oleh berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan
Nomor SK.399/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2021 tentang Persetujuan Revisi Rencana
Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi
Periode Tahun 2013-2022 atas nama PT Karya Jaya Parakawan Provinsi Kalimantan
Utara. SK ditetapkan di Jakrta pada tanggal 29 Januari 2021 dan disusun berdasarkan
hasil IHMB/ areal produksi efektif yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan
terkait pemenuhan kewajiban RKU.

Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka
panjang

D
Baik

Penataan areal kerja di lapangan blok RKT dan petak RKT 2020 sesuai dengan
RKUPHHK -HA PT KJP periode 2013-2022 yang telah disahkan berdsarkan SK Menteri
Kehutanan dengan Nomor SK.38/BUHA-2/2013 dan Surat No 14/KJP/P-BRKT/X/2019
tanggal 8 Oktober 2019 Perihal Pengalihan Blok URKT 2020 Pada RKUIUPHHK PT Karya
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3.  Verifier
21.3

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Nilai Kinerja
Indikator 2.1

7. Indikator 2.2 :

Jaya Parakawan Ke 1 (tahun 2013-2022) Surat tersebut sudah diterima oleh Dirjen
PHPL pada tanggal 11 Oktober 2019. Dalam surat menjelaskan bahwa terdapat
penggantian blok URKT 2020 akan menempati blok RKT 2021, karena blok RKT 2020
telah dipakai untuk RKT 2019 dan penataan Areal Kerja tahun 2021 telah sesuai dengan
Revisi RKUPHHK-HA periode 2013-2022 vyang disahkan SK.399/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/2021.

Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).

D
Baik

Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT 2020 dan 2021 seluruhnya terlihat dengan jelas
di lapangan. Baik berupa plang RKT, plang petak, rintisan batas blok dengan tanda polet
3 merah pada kayu, ataupun rintisan batas petak dengan tanda polet merah 2 pada
kayu, dan juga terdapat pal batas petak. Terdapat juga BAP Pemeliharaan Batas
Blok/Petak Eks Tebangan Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021
yang ditandangani oleh Juni Leo Saputro (Ka Regu PAK PT KJP dimana pemeliharaan
batas blok/petak pada eks tebangan tahun 2020

BAIK dengan nilai mencapai 100,00%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai
Buruk

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe

ekosistem

1.  Verifier
2.2.1

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

2.  Verifier
222

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei
Potensi, ITSP, Risalah Hutan)

D
Baik

Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem hutan yaitu tipe ekositem hutan yaitu
Tipe hujan Tropika Basah (Tropical Rain Forest) dataran rendah. Ekosistem seluruhnya
merupakan ekosistem hutan rawa , terdapat potensi dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3
tahun terakhir  yaitu tahun 2019, 2020 dan 2021 beserta kelengkapan peta
pendukungnya yaitu peta pohon skala 1 : 1.500. Berdasarkan data IHMB diketahui
bahwa sediaan tegakan berbasis Hasil IHMB Tahun 2013 pada kelas diameter 40 cm
up rata-rata sebesar 21,99 Btang/Ha dengan volume 31,61 M3/Ha. Berdasarkan
Rekapitulasi LHC tahun 2019 bahwa potensi 30 cm up untuk rata-rata sebesar 70,75
btg/ha dan 91,29 M3/Ha, Tahun 2020 rata-rata potensi adalah 52 btg/Ha dan 81,86
M3/Ha dan tahun 2021 rata-rata potensi adalah 58,13 btg/Ha dan 76,16 m3/Ha.

Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen
(JTT/etat volume)

D
Sedang

Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/PUP untuk tipe ekosistem hujan Tropika
Basah (Tropical Rain Forest) dataran rendah. Eksoitem seluruhnya merupakan ekositem
hutan rawa yang ada dan telah dianalisis didapatkan besaran rata-rata riap diameter
0.18 cm / th serta riap volume sebesar 0.03 M3/th untuk jenis meranti dan rata-rata
riap diameter 0.26 cm / th serta riap volume sebesar 0.04 M3/th untuk jenis Rimba
Campuran dan laporan telah disampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan
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Nilai Kinerja
Indikator 2.2

8.

Indikator 2.3 :

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
LPPHPL-019-IDN

Kehutanan di Bogor dan ditembuskan kepada Dirjend PHPL kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan di Jakarta dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
namun belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume),
perhitungan JTT masih berdasarkan hasil ITSP dengan IS 100%.

BAIK dengan nilai mencapai 83,33%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai
Buruk.

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

Verifier
2.3.1

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Verifier
2.3.2

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Verifier
2.3.3

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Verifier
2.3.4

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Ketersediaan dan implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur

D
Sedang

SOP seluruh tahapan sistem silvikultur yaitu TPTI tersedia dengan lengkap tetapi belum
belum seluruhnya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis seperti
SOP ITSP , pemanena dan implementasinya baru sebagian (minimal 60%) yang
diterapkan dilapangan dan yang belum sesuai antara lain adalah SOP PAK masalah tata
waktu pelaksanaan, ITSP masalah tata waktu pelaksanaan dan pembuatan peta pohon
dan PWH masalah tata waktu pelaksanaan dan SOP pemanenan tidak dapat diverifikasi
dilapangan karena pada saat kegiatan Penilikan ke -4 tidak ada kegiatan pemanenan

Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang

D
Baik

Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis komersial yang
tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestraian
pemanenan hasil pada rotasi ke 2 sejumlah 25 btg/ha berdasarkan hasil pengamatan
kecukupan tegakan tinggal pohon pada petak Aj 5 dan AJ 6 Blok RKT 2020 dengan
jumlah 25 pohon/ha.

Tingkat kecukupan potensi permudaan

CD
Baik

Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat
semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis- jenis
komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya
kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (= 100 batang tiang/Ha) yaitu rata-rata
pada petak Aj5 dan AJ 6 sebesar 116 btg/ha.

Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Applicable)

D
Not Aplicable (N/A)

Rencana SiLIN yang berisi tahapan kegiatan SILIN belum dimasukan dalam Dokumen
Revisi periode 2013-2022 yang disahkan dengan No SK SK.399/MenOHK-
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5.  Verifier
2.3.5

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Nilai Kinerja
Indikator 2.3

9. Indikator2.4:

PHPL/UHP/HPL.1/1/2021, rencana silin akan dimasukan dalam buku revisi RKU yang
sedang diajukan ke kementerian LHK, dan berdasarkan rencana silin akan mulai di
terapkan pada tahun 2022 dan tahun 2021 rencana baru perencanaan tapak dan akan
dilaksanakan apabila buku RKU telah direvisi .

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN
maka verifier ini menjadi Not Applicable)

D
Not Aplicable (N/A)

Rencana SiLIN yang berisi tahapan kegiatan SILIN belum dimasukan dalam Dokumen
Revisi periode 2013-2022 yang disahkan dengan No SK SK.399/MenOHK-
PHPL/UHP/HPL.1/1/2021, rencana silin akan dimasukan dalam buku revisi RKU yang
sedang diajukan ke kementerian LHK, dan berdasarkan rencana silin akan mulai di
terapkan pada tahun 2022 dan tahun 2021 rencana baru perencanaan tapak dan akan
dilaksanakan apabila buku RKU telah direvisi .

BAIK dengan nilai mencapai 86,67%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai
Buruk.

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

1.  Verifier
2.4.1

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

2.  Verifier
2.4.2

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

3.  Verifier
2.4.3

Bobot
Nilai

Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan

D
Sedang

Tersedia SOP RIL yaitu SOP OPS-1/KJP/01/02/16 No. Ref : OPS/KJP/010 Revisi Ke 02
Tgl. 17 November 2018 tentang Reduced Impact Logging isinya Sebagian besar telah
mengacu ke peraturan Dirjen PHPL No. P9/PHPL/SET/KUM.1/1I/2018 tetapi kegiatan
harus disesuaikan dengan kondisi ekositem rawa dan SOP belum dilengkapi dengan
tahapan pemanenan silvikultur TPTI.

Penerapan teknologi ramah lingkungan

D
Sedang

Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan
hasil atau pengelolaan hutan. Pelaksanaan belum maksimal pada perencanaan peta
operasional lapangan, kegiatan PAK, ITSP, PWH belum sesuai dengan tata waktu,
sedangkan operasional pemanenan (Berdasarkan hasil wawancara) dan kegiatan paska
pemanenan sudah dilakukan sesuai SOP.  Kegiatan paska pemanenan yang
dilaksanakan seperti kegiatan penutupan (deaktivasi) jalan sarad, TPN, penanaman
kanan Kiri jalan dan tanah kosong

Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah

Baik
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Ringkasan
Justifikasi

4. Verifier
2.4.4

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Nilai Kinerja
Indikator 2.4

10. Indikator 2.5 :

Berdasarkan Pengamatan Tingkat Kerusakan Tegakan Akibat Penebangan dengan
membandingakan kondisi vegetasi pada areal bekas tebangan RKTUPHHK-HA Tahun
2020 dibandingakan dengan Areal yang belum ditebangan pada RKTUPHHK-HA Tahun
2021 didapatkan hasil presentase tingkat kerusakan tegakan pada seluruh tingkat hidup
pohon (semai, pancang, tiang, dan pohon) rata-rata sebesar 14,55% (<15%).

Limbah pemanfaatan hutan minimal

CcD
Sedang

Penghitungan angka eksploitasi dengan menggunakan perbandingan data sekunder
LHC dan LHP dengan 3 petak uji petik 10 batang menunjukkan angka sebesar 0,82 atau
82 %, tetapi belum ada perhitungan dengan data primer yaitu penghitungan perkalian
indeks tebang, indekas sarad dan indeks angkut.

SEDANG dengan nilai mencapai 76,19%, tanpa verifier bobot Dominan
bernilai Buruk.

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal

kerjanya

1.  Verifier
2.5.1

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

2.  Verifier
2.5.2

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

3.  Verifier
2.5.3

Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan
rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku
(Dinas Prov, self approval).

CcD
Sedang

Terdapat dokumen RKT 2020 dan 2021 lebih dari 50 % yang disusun berdasarkan RKU
untuk RKT tahun 2020 disusun kesesuaiannya dengan RKU sebesar 91,9% ( untuk
kegiatan produksi, PAK, ITSP dan PWH) dan tahun 2021 kesesuaiannya lebih dari 120%
(untuk kegiatan Produksi, PAK, ITSP dan PWH) karena rencana dalam RKT lebih besar
dari RKU dan Dokumen RKT 2020 dan RKT 2021 dan Dokumen Revisi RKU periode
2013-2022 telah disahkan oleh pejabat yang berwenang .

Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang

D
Sedang

Terdapat peta kerja RKT 2021 dan 2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
yang menggambarkan areal yang boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai
kawasan lindung KPPN dan KPSL belum seluruhnya sesuai dengan Peta RKUPHH-HA
yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan
Nomor SK.399/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2021 tangal 29 Januari 2021 terutama untuk
KB dan PUP pada peta RKT yang seharusnya tidak masuk dalam Kawasan lindung dan
didalam RKT tidak ada Kawasan Lindung Sempadan sungai.

Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/
dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan
lindung (untuk konservasi/ bufferzone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/
sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)
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Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

4. Verifier
2.5.4

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Nilai Kinerja
Indikator 2.5

11. Indikator 2.6 :

D
Sedang

Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok dan petak tahun 2020
dan 2021 dan terlihat jelas di lapangan , dan Terdapat BAP Pemeliharaan Batas
Blok/Petak Eks Tebangan Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021 yang
ditandangani oleh Juni Leo Saputro (Ka Regu PAK PT KJP). Telah melakukan
pemeliharaan batas blok/petak pada eks tebangan tahun 2020. namun untuk penandaan
kawasn lindung baru mencapai 81% dari rencana, yang belum maksimal penandaan
batas yaitu Kawasan lindung sempadan sungai.

Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana
jangka pendek serta minimum produksi pemanfaatan hutan

D
Baik

Realisasi volume tebangan total mencapai 71 % dengan realisasi 16.652 M3 dari
rencana 23.575,30 M3, dan realisai per kelompok jenis mencapai 71% dimana untuk
kelompok meranti terasliasi 70% sebesar 4.316,37 M3 dari rencana 6.225,73 M3 dan
Untuk rimba campuran terealisasi sebesar 71% sebesar 12.336,26 M3 dari rencana
17.349,57 M3 dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkann serta tidak melebihi
luas yang direncanakan.

SEDANG dengan nilai mencapai 76,19%, tanpa verifier bobot Dominan
bernilai Buruk.

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi
kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan
kemampuan sumber daya manusia

1. | Verifier
2.6.1

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

2.  Verifier
2.6.2

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Kondisi kesehatan finansial

Ccbh
Baik

Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku
terakhir Wajar Tanpa Pengecualian , laporan keuangan dalam semua hal yang material
dan parameter : Likuiditas >150% yaitu 501,88%, Solvabilitas >150% yaitu 690,68% dan
, Rentabilitas : positif

Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan
yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan
Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).

CDh
Baik

Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan
laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan
Pemanfaatan Hutan Produksi yang telah diaudit oleh akuntan public Masnawaty
sangkala, SE,MSi,PhD,Ak,CA,CPA. Realisasi alokasi dana kelola hutan Tahun 2019
teralisasi sebesar Rp. 12.884.788.336 dari rencana sebesar Rp.12.925.616.296 atau
terealisasi sebesar 99,68. %.
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3.  Verifier
2.6.3

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

4. Verifier
2.6.4

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

5.  Verifier
2.6.5

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

6. Verifier
2.6.6

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Nilai Kinerja
Indikator 2.6

Realisasi alokasi dana yang proporsional

CcD
Buruk

Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari >
50%). yaitu 160,55% dimana prosentase realisasi terbesar adalah pengelolaan dan
pemantauan lingkungan sebesar 247,42 % dan yang terkecil adalah prosesntase Kelola
sosial (PMDH) sebesar 86,87%,

Realisasi pendanaan yang lancar

CD
Sedang

Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancer dengan adanya
realisasi kegiatan pengelolaan hutan mencapai 99,685 lancar namun ada beberapa
kegiatan tidak sesuai dengan tata waktu yaitu untuk kegiatan PAK, ITSP dan PWH.

Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan

D
Baik

Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan
penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA = 80 % yaitu sebesar
99 %, dengan rencana sebesar Rp.573.910.800 dan realisasi sebesar Rp. 568.191.200.

Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan

cD
Sedang

Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan tahun 2020 (luas dan kualitas
tegakan) >80 % dari yang direncanakan. Dimana realiasasi luas sebesar 91,90% dan
kualitasnya adalah 67,33% sehingga realsiasi luas dan kualitas sebsar 62,86%

BAIK dengan nilai mencapai 80,95%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai
Buruk.

3. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA EKOLOGI
12.Indikator 3.1 : Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

1. | Verifier
3.1.1

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Luasan kawasan dilindungi

D
Baik

Selama periode 1 tahun terakhir, PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen Revisi
RKUPHHK-HA Tahun 2020 (Periode 2013 - 2022) sesuai SK Menteri Kehutanan No.
SK.399/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 Tanggal 29 Januari 2021. Revisi RKU
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2.  Verifier
3.1.2

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

3.  Verifier
3.1.3

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

4. \Verifier
3.1.4

Bobot
Nilai

tersebut turut mengubah luas kawasan lindung di areal PT KJP, yakni bertambah
menjadi 1.638 Ha. Meskipun begitu, saat kegiatan audit dilakukan, Dokumen Revisi
RKUPHHK tersebut masih dalam proses perbaikan dan zonasi areal kawasan lindung
akan disesuaikan dengan SK Pimpinan PT KJP No. 07/KJP/SK/II/2021 tentang
Penetapan Kawasan Lindung PT Karya Jaya Parakawan RKU | (2013 — 2022) Tanggal
19 Februari 2021. Zonasi areal kawasan lindung PT Karya Jaya Parakawan meliputi
Sempadan Sungai (264 Ha); KPPN (1.106 Ha); dan KPSL (268 Ha).

Berdasarkan hasil uji petik observasi lapang pada areal KPPN (03°52'10,286” N -
117°27'33,421 E) dan Sempadan Sungai Sembakung (03°52'51,889” N -
117°27°14,385 E), kondisi biofisik kawasan lindung masih baik.

Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)

D
Baik

Kawasan lindung PT KJP yang telah ditandai dan ditata batas di lapangan adalah
sebesar 81,82% (51,22 km) dari total panjang batas kawasan lindung. Selama periode
setahun terakhir, tidak terdapat penandaan batas baru kawasan lindung, meskipun
begitu terdapat realisasi kegiatan pemeliharaan batas kawasan lindung sepanjang 12,82
km.

Berdasarkan SOP Tata Batas Kawasan Lindung/Konservasi (No. SOP 03/16/KJP/I/
2019), kegiatan penandaan batas kawasan lindung yang diatur pada SOP dilakukan
melalui pemancangan pal batas berwarna kuning pada setiap sudut. Namun,
berdasarkan uji petik di areal KPPN (03°52'33,802” N - 117°26’56,874 E), penandaan
batas dilakukan melalui pemberian cat warna kuning pada tegakan/pohon dengan polet
berupa 2 garis (//) setinggi dbh orang dewasa (+130 cm) dengan interval penandaan
2 meter.

Kondisi penutupan kawasan dilindungi

D
Baik

Berdasarkan hasil overlay antara Peta Penafsiran Citra Satelit IUPHHK-HA PT Karya
Jaya Parakawan Tahun 2021 (Komposisi : Citra Landsat 7 ETM+ Band 543 Path/Row
117/57, Liputan 4 Oktober 2020) pada Peta Kawasan Lindung, diketahui bahwa
penutupan lahan di kawasan lindung masih didominasi oleh areal berhutan, dengan
jenis penutupan meliputi hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, dan hutan
mangrove sekunder. Hasil overlay tersebut menunjukkan bahwa tidak ada areal non
hutan di kawasan lindung.

Hasil uji petik di kawasan lindung KPPN (03°52'10,286” N - 117°27°33,421 E) dan
Sempadan Sungai Sembakung (03°52'51,889” N — 117°27'14,385 E) menunjukkan
bahwa penutupan lahan didominasi oleh jenis-jenis tegakan mangrove dengan
kerapatan tinggi. Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Memed
Muhidin (Manager Pengelolaan Hutan), diketahui bahwa selama periode 1 tahun
terakhir tidak terdapat kebakaran hutan dan/atau gangguan lain yang menyebabkan
berkurangnya penutupan areal di kawasan lindung.

Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi

CcD
Sedang
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Ringkasan
Justifikasi

5.  Verifier
3.1.5

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Nilai Kinerja
Indikator 3.1

13. Indikator 3.2 :

Pengakuan para pihak terkait keberadaan kawasan lindung dapat dibagi menjadi 3
kategori, yakni pengakuan dari pemerintah (pusat dan daerah), karyawan/kontraktor,
dan masyarakat.

- Pengakuan dari pemerintah didapat melalui pengesahan dan persetujuan dokumen
AMDAL, RKU, dan RKT PT KJP yang didalamnya turut mencantumkan alokasi
kawasan lindung dan rencana pengelolaan kawasan lindung.

- Pengakuan dari karyawan/ kontraktor didapat melalui diterbitkannya SK Pimpinan
No. 03/KJP/SK/X/2013 tentang Penetapan Kawasan Lindung PT KJP RKU | (2013
- 2022) tanggal 5 Oktober 2013. Isi dari SK tersebut meliputi keputusan penetapan
kawasan lindung agar terlindung dari gangguan luar (perambahan hutan dan
perladangan liar). Dengan diterbitkannya keputusan tersebut, sudah menjadi
tanggungjawab dan kewajiban karyawan dalam mematuhi aturan yang berlaku di
perusahaan sehingga secara otomatis telah terdapat persetujuan dari karyawan
terkait keberadaan kawasan lindung pada areal PT KJP.

- Pengakuan dari masyarakat diupayakan melalui pengadaan sosialisasi kawasan
lindung. Selama periode 1 tahun terakhir, PT KJP hanya mengadakan sosialisasi
kepada masyarakat Desa Tepian, dimana seharusnya sosialisasi dapat dilakukan
pada setiap desa binaan di sekitar areal konsesi (Desa Tepian, Desa Pelagu, Desa
Atap, Desa Lubakan, Desa Tagul). Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa sasaran
sosialisasi masih kurang menyeluruh.

Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai
RKL/RPL dan/atau tata ruang

D
Sedang

Kegiatan pengelolaan kawasan lindung PT KJP didasarkan pada rencana yang termuat
dalam dokumen RKU Tahun 2013 dan RPL tahun 2001. Beberapa kegiatan pengelolaan
kawasan lindung telah dilakukan dan dibuatkan pelaporan. Namun, masih terdapat
laporan pengelolaan yang belum tersedia, seperti laporan perlindungan hutan dan/atau
laporan pengendalian kebakaran hutan (bulanan dan tahunan), laporan monitoring
hotspot, laporan pemantauan debit sungai dan tinggi muka air sungai, laporan
pemantauan sedimentasi sungai, dsb.

BAIK dengan nilai mencapai 88,89 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Perlindungan dan pengamanan hutan

1.  Verifier
3.2.1

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang
ada

D
Sedang

Potensi gangguan hutan di areal PT Karya Jaya Parakawan diantaranya kebakaran
hutan, perambahan hutan, illegal logging, perburuan satwa, dan hama penyakit
tanaman. PT KJP memiliki 2 (dua) SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan,
yakni SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan (No. SOP-03/14/KJP/1/2019) dan SOP
Pengendalian Kebakaran Hutan (No. OPS-11/KJP/03/18). Selama periode 1 tahun
terakhir, tidak terdapat perubahan dan/atau penambahan terhadap SOP tersebut.

Berdasarkan analisis dokumen, SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan tidak
menjelaskan secara spesifik bentuk-bentuk penanganan pada setiap jenis gangguan.
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2.  Verifier
3.2.2

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

3.  Verifier
3.2.3

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

4. Verifier
3.2.4

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Selain itu maish belum tersedia SOP terkait mekanisme penanggulangan hama penyakit
tanaman. Masing-masing SOP yang telah dimiliki juga belum menjelaskan sampai
dengan tingkat pelaporan yang wajib disampaikan ke instansi terkait dan/atau secara
online melalui website.

Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan

D
Sedang

Jumlah dan jenis sarana prasarana perlindungan gangguan hutan harus dapat
disesuaikan dengan jumlah SDM perlindungan hutan yang dimiliki. Ketetapan jumlah
SDM perlindungan hutan IUPHHK-HA berdasarkan PermenLHK No. 32 Tahun 2016
untuk luas areal <50.000 Ha adalah 1 (satu) regu inti dalkarhutla dengan jumlah
masing-masing anggota sebanyak 15 (lima belas) orang. Untuk itu, ketersediaan
peralatan pribadi maupun peralatan regu disesuaikan untuk 15 orang.

Berdasarkan daftar sarana prasarana dalkarhutla PT Karya Jaya Parakawan, jumlah
maupun jenis sarana prasarana yang disediakan belum sesuai dengan kewajiban
penyediaan minimal sarana prasarana untuk 1 regu sesuai PermenLHK P.32 Tahun
2016. Hasil uji sampling peralatan dalkarhutla PT KJP tersedia beberapa sarpras seperti
Helm; APAR (4 buah); sepatu boots (7 pasang); chainsaw ( 1 buah); selang; alcon;
earphone; cangkul; dsb.

SDM perlindungan hutan

D
Sedang

SDM perlindungan hutan dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu personil security
dan regu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Dalkarhutla). PT KJP belum
memiliki requ security khusus yang dibentuk untuk kegiatan pengamanan areal.
Sementara itu, PT KJP telah memiliki 1 regu dalkarhutla sesuai SK Pimpinan PT Karya
Jaya Parakawan No. 06/KJP/SK/I/2020 tentang Pembentukan Regu Pemadam
Kebakaran Hutan (RPKH) Tanggal 23 Maret 2020. Regu dalkarhutla tersebut terdiri dari
12 personil anggota dalkarhutla dan 5 personil pembantu. Dari keseluruhan personil,
hanya 1 personil yang telah melakukan pelatihan terkait pengendalian dalkarhutla.

PT KJP telah membentuk Regu Perbantuan berupa Masyarakat Peduli Api yang
berjumlah 1 regu. Regu tersebut terdiri dari 11 personil anggota dan 5 personil
pembantu. Lebih lanjut, PT KJP belum membentuk regu pendukung dalkarhutla.

Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)

D
Sedang

Selama periode 1 tahun terakhir, PT KJP telah melakukan sebagian kegiatan
perlindungan hutan, baik dalam teknis preemtif, preventif, dan represif. Kegiatan yang
belum dilakukan meliputi:

1. Belum melakukan monitoring hotspot melalui website (Sipongi dan/atau LAPAN)
dan melakukan pelaporan hotspot secara rutin;

2. Belum melakukan monitoring FDR (Fire Danger Rating);
Belum melakukan pelaporan Sipongi;
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Nilai Kinerja
Indikator 3.2

14. Indikator 3.3 :

4. Belum membuat dan menyampaikan laporan perlindungan hutan, baik secara
bulanan, tahunan, maupun insidentil; dan sebagainya.

SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

1.  Verifier
3.3.1

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

2.  Verifier
3.3.2

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

3.  Verifier
3.3.3

Bobot
Nilai

Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air

D
Sedang

Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat perubahan ataupun penambahan SOP
terhadap pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air. SOP yang belum tersedia
adalah SOP terkait pemantauan kualitas air, kualitas tanah, dan pemantauan iklim mikro.

Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air

D
Sedang

Dalam menunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan
air, PT KJP telah menyediakan beberapa sarana prasarana yang terdiri dari sarana
prasarana teknis sipil dan teknis vegetatif.

Hasil observasi lapang terhadap sarana prasarana PT KJP, diantaranya: 1) Tersedia
bangunan TPS Limbah B3 pada Camp Labion (3°48'31,032” N - 117°24'7,588” E).
Bangunan tersebut belum disertai dengan Izin TPS limbah B3 dan belum ada MoU
dengan pihak ketiga terkait pengangkutan limbah B3; 2) Tersedia gudang mesin genset,
bengkel, dan gudang BBM. Bangunan-bangunan tersebut belum disertai dengan
oiltrap; 3) Dalam teknis vegetatif, PT KJP telah melakukan kegiatan penanaman pada
kanan kiri jalan di eks jalan angkutan tahun 2019 sebesar 5.827 bibit (mencakup areal
5,25 Ha) dan pada areal tanah kosong di Blok RKT 2020 sebesar 13.850 bibit
(mencakup areal 12,2 Ha); 4) PT KJP belum memiliki alat ukur ombrometer, alat ukur
suhu dan kelembaban udara, laju erosi, dan stik ukur tinggi muka air.

SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air

Baik
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Ringkasan
Justifikasi

4. Verifier
3.34

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

5.  Verifier
3.3.5

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

6. Verifier
3.3.6

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air di areal PT KJP
dilakukan oleh personil Bagian Pengelolaan Hutan, dengan anggota sebagai berikut :

Manager Pengelolaan Hutan : Memed Muhidin, BSc.F
Asisten Manager Pengelolaan Hutan :  Apendi Diningrat, BSc.F
Kasie Canhut : Juni Leo Saputro

Kasie Nenhut dan TUK : Jumeno

Kasie Binhut dan Lingkungan : Sabri

Kasie Kelola Sosial . Syarifuddin

Kasie Adm Camp : Febri, SH

PT KJP juga memiliki 1 personil GANISPHPL-BINHUT yang turut membantu dalam
kegiatan pengelolaan hutan, yakni atas nama Sabri (No. Reg. 01659-11/BINHUT/
XXXIV/2014, masa berlaku 12 Desember 2020 — 11 Desember 2023).

Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil
dan vegetatif)

D
Sedang

Rencana kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT KJP tertuang dalam
Dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) PT Karya Jaya Parakawan Tahun 2001.
Beberapa kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana tersebut. Kegiatan yang
masih kurang yakni mengikutsertakan personil dalam pelatihan terkait pengelolaan
lingkungan serta melakukan kegiatan pengelolaan limbah dengan optimal, baik limbah
domestik maupun limbah B3.

Kegiatan pengelolaan limbah yang masih belum optimal diantaranya: 1) PT KJP telah
menyediakan tempat sampah yang terbuat dari drum bekas, namun penyediaan tempat
sampah belum dibedakan berdasarkan jenisnya (organik-anorganik); 2) Kondisi gudang
genset, gudang TPS Limbah B3, gudang tempat penyimpanan oli/BBM, dan areal
bengkel masih terdapat ceceran oli dan belum dilengkapi dengan sistem perangkap
BBM (oiltrap); dan 3) PT KJP belum memiliki izin TPS Limbah B3.

Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air

D
Sedang

Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air di areal PT KJP telah tertuang
dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan PT Karya Jaya Parakawan Tahun
2001. Selama periode 1 tahun terakhir, PT KJP melakukan kegiatan pemantauan
kualitas air. Beberapa kegiatan pemantauan lain belum dilakukan oleh PT KJP,
diantaranya: 1) Pemantauan erosi tanah; 2) Pemantauan curah hujan; 3) Pemantauan
tinggi muka air dan debit air sungai; 4) Pemantauan kualitas tanah; dan 5) Pengukuran
suhu dan kelembaban udara.

Dampak terhadap tanah dan air

D
Sedang

Berdasarkan hasil uji kualitas air pada Hulu dan Hilir Sungai Sembakung pada tanggal
2 Desember 2020, parameter-parameter sifat kimia kualitas air yang diukur (pH, BOD,
COD, DO) masih berada dalam ambang batas baku mutu. Hal ini mengindikasikan
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Nilai Kinerja
Indikator 3.3

15. Indikator 3.4 :

bahwa sifat kimia air pada sungai tersebut masih memiliki kondisi normal dan tidak ada
indikasi pencemaran. Meskipun begitu, parameter kualitas air yang diuji masih kurang,
yakni terkait sifat fisik tanah dan air pada Sungai.

Adanya dampak tanah dan air berkaitan erat dengan kegiatan pengelolaan limbah yang
dilakukan, hal tersebut disebabkan karena limbah merupakan salah satu penyebab
timbulnya dampak negatif terhadap tanah dan air. Berdasarkan hasil observasi lapang,
kegiatan pengelolaan limbah domestik maupun limbah B3 di areal PT KJP sebagai
berikut :

- PT KJP telah menyediakan tempat sampah yang terbuat dari drum bekas, namun
penyediaan tempat sampah belum dibedakan berdasarkan jenisnya (organik-
anorganik);

- Kondisi gudang genset, gudang TPS Limbah B3, gudang tempat penyimpanan
oli/BBM, dan areal bengkel masih terdapat ceceran oli dan belum dilengkapi dengan
sistem perangkap BBM (oiltrap);

- PT KJP belum memiliki izin TPS Limbah B3.

SEDANG dengan nilai mencapai 72,22 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare),
terancam punah (threatened) dan endemik

1. | Verifier
3.4.1

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

2.  Verifier
3.4.2

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang
berlaku

D
Sedang

PT Karya Jaya Parakawan telah memiliki SOP terkait identifikasi flora dan fauna
dilindungi. Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat revisi dalam SOP tersebut.
Metode identifikasi flora dilindungi dilakukan dengan metode jalur berpetak pada setiap
strata tegakan. Lokasi sampling menggunakan metode purposive sampling yang
mewakili virgin forest. Metode identifikasi fauna dilindungi dilakukan dengan metode
jalur dan metode IPA. Hasil identifikasi dituangkan dalam tallysheet dengan format yang
telah diatur dalam SOP ini.

SOP belum mencantumkan rujukan minimal yang dipakai untuk informasi status

dilindungi flora fauna, yakni Appendix CITES, IUCN Redlist, dan PermenLHK
P.106/2018.

Implementasi kegiatan identifikasi

D
Sedang

Selama periode 1 tahun terakhir, PT KJP telah melakukan identifikasi flora fauna yang
dituangkan dalam Laporan Identifikasi Flora dan Fauna pada lokasi KPPN IUPHHK PT
Karya Jaya Parakawan Tahun 2020. Pada laporan tersebut, hasil identifikasi flora telah
dihitung sampai dengan indeks kekayaan jenis dan dibedakan berdasarkan beberapa
strata tegakan (pohon, tiang, pancang, semai). Sementara itu, pada identifikasi fauna
telah diidentifikasi beberapa jenis satwa dan diinventarisasi sampai dengan indeks
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Nilai Kinerja
Indikator 3.4

16. Indikator 3.5 :

keanekaragaman dan dominansi jenis. Identifikasi fauna telah dibedakan antara jenis
aves dan mamalia.

Hasil identifikasi ini belum mengidentifikasi flora fauna yang ditemukan pada masing-
masing status konservasinya, baik berdasarkan Appendix CITES, IUCN Redlist, dan
PermenLHK P.106/2018. Kegiatan identifikasi flora belum dilakukan di kawasan
produksi.

SEDANG dengan nilai mencapai 66,67 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Pengelolaan flora untuk :
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah

dan endemik.
1.  Verifier Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan
3.5.1 perundangan yang berlaku
Bobot D
Nilai Sedang
Ringkasan Kegiatan pengelolaan flora dilindungi di areal PT Karya Jaya Parakawan didasarkan
Justifikasi pada Standar Prosedur Operasi Pengelolaan Flora dan Fauna (No.OPS-1/KJP/06/ 09/16,
Revisi ke: 01, No. Ref: OPS/KJP/039). Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat
revisi pada SOP ini.
Kegiatan pengelolaan flora dilindungi di areal PT KJP yang diatur dalam SOP dilakukan
melalui pengelolaan secara in-situ dan eks-situ. SOP ini masih bersifat umum, belum
secara spesifik/berbasis jenis flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi flora
sebelumnya.
SOP belum mengacu dan mengadopsi aturan yang berlaku terkait status konservasi
flora dilindungi, baik berdasarkan Appendix CITES, IUCN Redlist, dan PermenLHK
P.106/2018
2.  Verifier Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan
3.5.2
Bobot D
Nilai Sedang
Ringkasan Selama periode 1 tahun terakhir, PT KJP telah melakukan beberapa bentuk kegiatan
Justifikasi pengelolaan flora dilindungi sesuai dengan SOP, meliputi : 1) Penyediaan areal kawasan
dilindungi; 2) Penandaan batas kawasan dilindungi; 3) Pemasangan papan nama
kawasan lindung; 4) Pemasangan papan larangan/ peringatan perburuan flora atau
illegal logging; serta 5) Melakukan identifikasi dan inventarisasi flora di areal KPPN.
Kegiatan pengelolaan flora yang belum dilakukan oleh PT KJP sesuai dengan prosedur
meliputi : 1) Melakukan pembinaan habitat: penjarangan jenis tumbuhan, penambahan
tumbuhan, dan pengendalian/ pemberantasan jenis tumbuhan pengganggu; 2)
Melakukan pemantauan tumbuhan secara berkala (terkait monitoring populasi); 3)
Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis tumbuhan dilindungi; dan
4) Melakukan pemeliharaan jenis tumbuhan di luar habitatnya (konservasi ex-situ).
3.  Verifier Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan
3.5.3 endemik
Bobot D
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Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Nilai Kinerja
Indikator 3.5

17. Indikator 3.6 :

Baik

Selama periode 1 tahun terakhir, pada areal PT KJP tidak terdapat kejadian kebakaran
hutan, illegal logging, ataupun gangguan hutan lain di areal kawasan lindung maupun
kawasan produksi yang menyebabkan berkurangnya kelimpahan jenis flora.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Memed Muhidin selaku Manager
Pengelolaan Hutan PT KJP, diketahui bahwa areal konsesi [IUPHHK-HA PT KJP berada
di kawasan hutan rawa dan aksesibilitas menuju areal kawasan lindung cukup jauh
dengan menggunakan via speedboat/ketinting, sehingga tidak memungkinkan
masyarakat kesana untuk mengambil kayu atau flora dilindungi. Selain itu, jenis-jenis
flora di areal kawasan lindung mayoritas bukan merupakan jenis yang menarik minat
masyarakat untuk diburu.

SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Pengelolaan fauna untuk :
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah

dan endemik.
1. Verifier Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan

3.6.1 perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan,
dan pemantauan

Bobot D

Nilai Sedang

Ringkasan Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi di areal PT KJP didasarkan pada Standar

Justifikasi Prosedur Operasi Pengelolaan Flora dan Fauna (No: OPS-1/KJP/06/ 09/16, Revisi ke:
01, No. Ref: OPS/KJP/039). Selama periode 1 tahun terakhir, tidak terdapat revisi pada
SOP tersebut.
Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang diatur dalam SOP dilakukan melalui
pengelolaan secara in-situ dan eks-situ. Berdasarkan analisis dokumen, SOP ini masih
bersifat umum atau belum secara spesifik membahas pengelolaan pada jenis fauna
dilindungi hasil identifikasi sebelumnya. SOP juga belum dibedakan berdasarkan
masing-masing kelas satwa dalam taksonomi (mamalia, aves, reptil, amphibi, dsb).
Selain itu, SOP ini belum mengacu dan mengadopsi aturan yang berlaku terkait status
konservasi fauna dilindungi, baik berdasarkan Appendix CITES, IUCN Redlist, dan
PermenLHK P.106/2018.

2. | \Verifier Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan

3.6.2

Bobot D

Nilai Sedang

Ringkasan Selama periode 1 tahun terakhir, PT KJP telah melakukan beberapa kegiatan

Justifikasi pengelolaan fauna sesuai dengan SOP yang disusun, meliputi : 1) Alokasi kawasan

lindung; 2) Penandaan batas kawasan dilindungi; 3) Pemasangan papan nama kawasan
dilindungi; 4) Pemasangan papan larangan/ peringatan perburuan satwa dan kebakaran
hutan; serta 5) Identifikasi dan inventarisasi fauna di KPPN.

Kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang belum dilakukan meliputi : 1) Melakukan
pembinaan habitat seperti pembinaan vegetasi pakan satwa, penanaman/ pemeliharaan
pohon pelindung dan sarang satwa, tempat berkubang dan mandi bagi satwa,
penjarangan jenis satwa, pemberantasan jenis satwa pengganggu; 2) Melakukan
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3.  Verifier
3.6.3

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Nilai Kinerja
Indikator 3.6

pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis fauna dilindungi; serta 3) Melakukan
pemeliharaan jenis satwa di luar habitatnya (konservasi ex-situ).

Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan
endemik

D
Baik

Selama periode 1 tahun terakhir, pada areal PT KJP tidak terdapat kejadian kebakaran
hutan, perburuan satwa, ataupun gangguan hutan lain di areal kawasan lindung
maupun kawasan produksi yang menyebabkan berkurangnya kelimpahan jenis satwa
ataupun berkurangnya habitat sebagai lokasi pakan maupun sarang satwa.

Hasil wawancara dengan Bapak Memed Muhidin selaku Manager Pengelolaan Hutan
PT KJP, didapatkan informasi bahwa areal konsesi IUPHHK-HA PT KJP berada di
kawasan hutan rawa dan aksesibilitas menuju areal kawasan lindung cukup jauh
dengan menggunakan via speedboat/ketinting, sehingga masyarakat enggan masuk
untuk berburu satwa. Selain itu, masyarakat areal PT KJP mayoritas merupakan
pemeluk agama Islam, sehingga tidak berburu babi di areal KJP.

SEDANG dengan nilai mencapai 77,78 %, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

4. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR PHPL PADA KRITERIA SOSIAL

18. Indikator 4.1 :

Kejelasan Deliniasi Kawasan Operasional Perusahaan/Pemegang lzin dengan Kawasan Masyarakat
Hukum Adat dan/atau Masyarakat Setempat

1.  Verifier
411

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

2.  Verifier
41.2

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

3.  Verifier
41.3

Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan
SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin

Dominan
Sedang

PT Karya Jaya Parakawan memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola
penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan
SDH oleh pemegang izin, seperti dokumen RKU, RKT, Rencana Operasional namun
pada Rencana Operasional perencanaan kegiatan Kelola sosai belum mengacu pada
dokumen RKU, belum tersedia data profil desa.

Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara
partisipatif dan penyelesaian konflik batas Kawasan

Co Dominan
Baik

PT Karya Jaya Parakawan memiliki mekanisme penataan batas/rekontruksi batas
Kawasan secara partisipatif seperti SOP Tata Batas Partisipati dan SOP terkait
penyelesaian konflik seperti SOP penyelesaian konflik, panduan penyelesaian
konflik, Keluhan masyarakat.

Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan
masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH
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Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

4. Verifier
414

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

5.  Verifier
4.1.5

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Nilai Kinerja
Indikator 4.1

19. Indikator 4.2 :

Dominan
Baik

PT Karya Jaya Parakawan memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat seperti SOP Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat, SOP
Pemberian Dana, Kompensasi, SOP PMDH, SOP Meningkatkan akses masyaralat
terhadap hutan, seluruh prosedur memiliki sistimatika yang mencakup Tujuan,
Ruang Lingkup, Penanggung Jawab, Referensi/Acuan, pelaksanaan kegiatan,
penaggung jawab, lokasi kegiatan, prosedur kerja, pelaporan, monitoring dan
evaluasi.

Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit
manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat

Co Dominan
Sedang

PT Karya Jaya Parakawan sudah melakukan sebagin tata batas sebesar 67,66%
(belum temu gelang) dan masih terdapat konflik lahan (Tumpang Tindih Lahan)
dengan PT Adindo Hutani Lesatri. Sehingga belum terdapat batas yang memisahkan
secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan
masyarakat.

Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH

Co Dominan
Sedang

PT Karya Jaya Parakawan memiliki persetujuan dari Masyarakat Desa Tepian untuk
kegiatan RKT 2020-2021 sesuai dengan berita acara namun masih terdapat potensi
konflik dengan masyarakat sekitar terkait batas antar desa pada areal kerjanya yang
belum definitif di lapangan, Selain itu areal PT Karya Jaya Parakawan belum temu
gelang dan masih terdapat tumpang tindih dengan perusahaan lain.

BAIK dengan nilai mencapai 80.95%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang

Berlaku

1.  Verifier
421

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang relevan/berlaku

Dominan
Sedang

PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial
seperti RKUPPHK 2013-2022, RKTUPHHK 2020 dan 2021, Rencana Operasional
tahun 2020 dan 2021. Namun tidak ada perubahan yang signifikan dari penilikan
sebelumnya bahwa hasil telaahan terhadap dokumen tersebut, masih bersifat umum
dan belum diuraikan secara rinci kegiatannya untuk masing-masing desa binaan
dalam Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial serta realisasi kegiatan kelola sosial
PT Karya Jaya Parakawan sebagian besar berupa Bantuan berdasarkan proposal
masyarakat untuk kegiatan agama, pembayaran fee kompensasi, pembayaran
retribusi pemuatan kayu dan sewa log pond.
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2.  Verifier
422

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

3.  Verifier
423

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

4. Verifier
424

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

5.  Verifier
4.2.5

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Nilai Kinerja
Indikator 4.2

20. Indikator 4.3 :

Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap
masyarakat

Dominan
Sedang

PT Karya Jaya Parakawan telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial
terhadap masyarakat seperti SOP Pemberian Dana Kompensasi, SOP Meningkatkan
Akses Masyarakat terhadap Hutan, SOP Peningkatan Peran Serta dan Ekonomi
Masyarakat Sekitar namun isi dari prosedur tidak sesuai dengan tujuan tentang
kemitraaan.

Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin
terhadap masyarakat dalam mengelola SDH

Dominan
Sedang

PT Karya Jaya Parakawan telah melakukan sosialisasi tahun 2020 dan 2021, seperti
sosialisasi RKT, Kawasan lindung, pengamanan hutan, Kelola social. Nnmun untuk
kegiatan sosialisasi Kelola sosial belum dilakukan ke seluruh desa binaan baru ke
Desa Tepian,

Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/implementasi hak-
hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH

Dominan
Baik

PT Karya Jaya Parakawan telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial
dari segi anggaran telah terealisasi 49,39% dari segi kegiatan sudah >50% dan bukti
kegiatan tersesia secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik seperti berita
acara pembayaran kompensasi, proposal dan berita acara kegiatan MTQ dan
lainnya.

Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang
izin termasuk ganti rugi

Dominan
Sedang

PT Karya Jaya Parakawan memiliki sebagian laporan/dokumen seperti dokumen RKT
tahun 2020-2021,berita acara pembayaran kompensasi, berita acara bantuan
keagamaan dan kegiatan Kelola sosial lainnya, Rencana operasional tahun 2020-
2021 namun belum sesuai dengan dokumen RKU.

SEDANG dengan nilai mencapai 73,33.%, tanpa verifier bobot Dominan
bernilai Buruk

Ketersediaan Mekanisme dan Implementasi Distribusi Manfaat yang Adil Antar Para Pihak.

1.  Verifier
4.3.1

Bobot
Nilai

Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH

Dominan

Sedang
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Ringkasan
Justifikasi

2.  \Verifier
43.2

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

3.  Verifier
433

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

4. Verifier
4.3.4

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

5.  Verifier
4.3.5

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Nilai Kinerja
Indikator 4.3

PT Karya Jaya Parakawan memilki sebagian data dan informasi masyarakat hukum
adat atau masyarakat setempat seperti daftar karyawan Ikal, kontraktor lokal, data
penerima kompensasi namun belum tersedia profil desa

Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Dominan
Sedang

PT Karya Jaya Parakawan memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat seprti SOP pemberian dana kompensasi, SOP Meningkatkan
Akses Mayarakat Terhadap hutan, SOP PMDH, SOP Peningkatan Peran Serta dan
Ekonomi masyarakat namun isi prosedur pelaksanaan tidak sesuai dengan tujuannya
yaitu kemitraan, dan belum tersedia SOP rekrutmen tenaga kerja lokal .

Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat

Co Dominan
Sedang

PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen rencana mengenai peningkatan peran
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat seperti dokumen RKU, RKT, Rencana
Operasional. Namun pada dokumen Rencana Operasional, kegiatan peningkatan
ekonomi masyarakat yang direncanakan sebagian besar seperti kompensasi,
retribusi pengangkutan belum sesuai dengan dokumen RKU.

Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran

Dominan
Baik

PT Karya Jaya Parakawan telah merealisasikan sebagian besar 76,65% (> 50%)
kegiatan peningkatan ekonomi seperti pembayaran kompensasi, retribusi
pengangkutan, kontraktor bahan kantin dan pemuatan kayu, namun kegiatan
peningkatan ekonomi yang direncakan belum sesuai dengan dokumen RKU.

Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para
pihak

Dominan
Baik

PT Karya Jaya Parakawan telah memiliki bukti laporan/dokumen pelaksanaan
distribusi manfaat kepada para pihak seperti pembayarn kompensasi kepada
mayarakat, penggajian yang tepat waktu kepada karyawan, pembayaran PBB, PPH 21,
PSDH DR dan BPJS TK dan Kesehatan dan tidak terdapat tunggakan.

BAIK dengan nilai mencapai 81,48%, tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk
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21. Indikator 4.4 :

Keberadaan Mekanisme Resolusi Konflik yang Handal

1. | Verifier
4.41

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

2.  Verifier
4.4.2

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

3.  Verifier
443

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

4. Verifier
4.4.4

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Nilai Kinerja
Indikator 4.4

Tersedianya mekanisme resolusi konflik

Dominan
Sedang

PT Karya Jaya Parakawan memiliki mekanisme resolusi konflik seperti SOP
Panduan Penyelesain Konflik, SOP mekanisme penyelesaian keluhan masyarakat,
SOP Penyelesaian konflik. Prosedur SOP penyelesaian konflik pada masukan yang
dibutuhkan telah mengakomodir Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/
2/2016, namun masih tedapat dokumen yang SOP yang tidak lengkap seperti tidak
terdapat tanggal terbit dan pembuatnya dan lainnya.

Tersedia peta konflik

Dominan
Sedang

PT karya Jaya Parakawan memiliki dokumen terkait pemetaan konflik yang
tertuang dalam Peta Areal Konflik Wilayah Konflik namun belum mengacu pada
Pembuatan Pemetaan Konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No.
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi
Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi

Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak

Dominan
Baik

PT Karya Jaya Parakawan memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam SOP
penyelesaian konflik. Dalam Struktur Organisasi tersebut tidak terdapat personil
yang merangkap jabatan dan penyelesaian konflik dilakukan secara bersama dan
terpadu pada semua bagian, sedangkan dalam penyiapan dana untuk penyelesaian
konflik PT Karya Jaya Parakawan tidak menganggarkan secara khusus, akan tetapi
apabila terjadi konflik perusahaan akan menyiapkan dana untuk menyelesaikan
kasus tersebut sampai selesai/tuntas.

Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi

Dominan
Sedang

PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen penyelesaian konflik (kronologis
kejadian) mengenai tumpah tindih/overlapping dengan PT Adindo Hutani Lestari,
namun belum menyusun Laporan Resolusi konflik yang mengacu Perdirjen
PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 yang dikirim secara periodik (setiap
semester) kepada Instansi terkait

SEDANG dengan nilai mencapai 75% tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk
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22. Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan, dan Peningkatan,Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.  Verifier
451

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

2.  Verifier
45.2

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

3.  Verifier
453

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

4. Verifier
45.4

Bobot
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Nilai Kinerja
Indikator 4.5

Adanya hubungan industrial

Dominan
Baik

PT Karya Jaya Parakawan telah memiliki hubungan industrial beruap Peraturan
Perusahaan, surat pernyataan kebebasan berserikat, dan sudah
mengimplementasikan seluruh hubungan industrial seperti penggajian tidak
ada di bawah UMK, mendaftarkan dan membayarakan BPJS TK dan
Kesehatan, tidak ada karyawan dibawah umur , penerapan APD sudah
dilakukan dan lainnya

Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja

Dominan
Sedang

PT Karya Jaya Parakawan memliki rencana dan realisasi tahun 2020, dari segi
kegiatan yang direncanakan sudah terealisasi 100% namun untuk realisasi
jumlah peserta pada tahun 2020 sudah teralisasi 5 orang dari 8 orang yang
direncanakan sehingga persentase sebesar 62,5%. Bukti kegiatan pelatihan ini
berupa sertifikat.

Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya

Dominan
Sedang

PT Karya Jaya Parakawan memiliki standar jenjang karir yang tertuang dalam
peraturan perusahaan 2019-2021 dan SOP jenjang Karir. Namun dalam SOP
tidak dijelaskan prosedur pengajuan jenjang karir seperti pengajuan dari atasan,
penilaian karyawan, hingga penerbitan SK baik untuk promosi ataupun mutasi.
Untuk implemntasinya belum dilakukan seluruhnya, belum tersedia penialain
karyawan setiap tahunnya

Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya

Dominan
Baik

PT Karya Jaya Parakawan telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan
kepada karyawan seperti gaji sudah sesuai UMK, Tidak ada karyawan dibawah
umur, fasilitas camp yang memadai dan penggunaan APD sudah diterapkan .

BAIK dengan nilai mencapai 83,33% tanpa verifier bobot Dominan bernilai Buruk
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5. NILAI VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

23. Prinsip1:

Kepastian areal IUPHHK- HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

-—

Verifier
1.1.1.a

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

2.  Verifier
1.1.1.b

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

3.  Verifier
1.1.1.c

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

24. Prinsip 2:

Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).

Memenuhi

PT Karya Jaya Parakawan memiliki Dokumen legal terkait perizinan usaha seperti SK
IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan SK. 722/Menhut-11/2010, tanggal 30 Desember
2010,dan dokumen legal perseroan lainnya seperti Akta Pendirian : 341 tanggal 31
Januari 1977, Akta Perubahan tahun 2020 SK Menkumham No AHU-
0005460.AH.01.02, NIB No. 8120111071166 dan NPWP nomor 01.321.493.7-
723.000 lengkap dan telah dipenuhi seluruhnya.

Bukti pemenuhan kewajiban luran lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
(IIUPHHK).

Memenuhi

PT Karya Jaya Parakawan memiliki SPP IUPHHK-HA dan telah dibayarkan lunas
sesuai dengan SPP yang diterbitkan sebesar Rp 1.212.200.000,- tanggal 21 Februari
2011

Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

Memenuhi

PT Karya Jaya Parakawan memiliki areal yang tumpang tindih dengan IUPHHK-HTI
PT Adindo Hutani Lestari yang juga memiliki izin dari Menteri Kehutanan seluas +
4.713 Hektar di wilayah Blok | PT Karya Jaya Parakawan, dan sudah ada pelaporan
serta upaya pengajuan penyelesaian dari PT Karya Jaya Parakawan

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.  Verifier
2.1.1.a

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :
- Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan
IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising
dan/atau Canhut.

- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan
oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval

- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
Memenuhi

Dokumen Rencana jangka Panjang yang dimiliki PT Karya Jaya Parakawan berupa
Revisi RKUPHHK-HA No 399/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2021 periode tahun
2013-2022 PT Karya Jaya Parakawan yang disusun berdasarkan IHMB.

Dokumen rencana tahunan RKT Tahun 2020 No SK No.915/70/KPTS-
RKT/ILI/X11/2019 dengan target luas tebangan 496 Ha dengan volume kayu bulat
21.575,29 M?® yang berasal dari PWH sebesar 837,71 M3 dan dari Blok TPTI
sebesar 19.192,75 M3
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2.  Verifier
2.1.1.b

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

3 Verifier
21.1.¢c

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

4  Verifier
2.2.1.a

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

5  Verifier
2.2.1.b

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

RKT Tahun 2021 No 915/029/KPTS-RKT/IL.1/11/2021 dengan target luas tebangan
450 Ha dengan volume kayu bulat 19.913,87 M? yang berasal dari PWH sebesar
721,12 M? dan dari Blok TPTI sebesar 19.192,75 M3

disahkan oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Utara, dan telah memiliki ganis PHPL
Canhut atas nama Juni Leo Saputro

Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti
implementasinya di lapangan.

Memenuhi

PT Karya Jaya Parakawan memiliki Peta RKT Tahun 2020 dan 2021 yang memuat
lokasi yang tidak boleh di tebang dan implementasinya di lapangan (virtual) Pada Blok
RKT Tahun 2020 berbatasan langsung dengan Kebun Benih dan sudah dilakukan
penandaan Kebun Benih. Sedangkan untuk blok RKT 2021 tidak berbatasan dengan
sempadan sungai, Kawasan lindung maupun kebun benih.

Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti
di lapangan

Memenuhi

PT Karya Jaya Parakawan telah melakukan penandaan batas petak dan blok tebangan
RKT Tahun 2020 dan RKT 2021 dan telah sesuai dengan peta dan terbukti
implementasinya di lapangan. Seperti pal batas petak dengan tulisan warna hitam di
label merah dengan batang kayu, seperti Batas Blok RKT 2020 pada koordinat 3
50°27,8” N, 117 23'38,928”E terdapat patok dan plang RKT dan berbatasan dengan
blok RKT 2019 dan Batas Petak AM6 dan AM7 RKT 2021 pada koordinat 3 51'23,29”N,
117 23'24,59”E terdapat plang batas petak warna putih dengan tulisan warna hitam
dengan batas pada batang kayu dicat warna merah.

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa
dalam proses) dengan lampiran-lampirannya

Memenuhi

Dokumen Revisi RKUPHHK-HA Tahun 2021 No Nomor 399/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1//2021  periode 2013-2022 yang disusun berdasarkan IHMB
lengkap di lampiri dengan peta dengan skala 1 : 50.000 dan telah sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan
lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri

NA

Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 diverifikasi PT Karya
Jaya Parakawan belum merencanakan pelaksanaan THPB. Dengan demikian, belum
melaksanakan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan
yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
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25. Prinsip 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1 Verifier
3.1.1.

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

2  Verifier
3.1.2.

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang

Memenuhi

PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen LHP sebanyak 27 set dengan
sejumlah 15.306 batang dan volume 16.464.29 m3. Terdiri dari:
- Kelompok Jenis Meranti sejumlah 3.462 Batang dengan volume sebesar
4.267,39 m®
- Kelompok Jenis Rimba Campuran sejumlah 11.844 batang dengan volume
12.196,90 m®
Dokumen LHP dibuat oleh petugas GANISPHPL-PKB-R sesuai dengan Keputusan
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari SK.316/BPHP.XI-3/2019 tentang
Perpanjangan Pengangkatan dan Karu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari tanggal 26 Februari 2020 dan berlaku sampai dengan 1 Februari 2023 atas
Nama Rasiman dengan nomer register 04210003464.

Selain itu terdapat Penetapan Petugas Pembuat LHP untuk RKT 2020 melalui SK
Keputusan Pimpinan PT Karya Jaya Parakawan No. 03/KJP/SK-PLHP//2020
tanggal 02 Januari 2020. Petugas pembuat LHP atas nama Rasiman Reg. 01881-
11/PKB-R/XXXIV/2016 berlaku sampai dengan tanggal 20 Maret 2022. Sedangkan
untuk RKT 2021 terdapat pembaharuan nomor registrasi sehingga terdapat
perubahan SK direksi menjadi no 06/KJP/SK-PLHP/II1/2021 tanggal 09 Maret
2021. Petugas pembuat LHP atas nama Rasiman Reg. 04210003464 berlaku
sampai dengan 1 Februari 2023.

Terdapat penggunaan kayu sendiri sesuai dengan BA DKDS sebanyak 44 batang.
Tidak dilakukan uji petik lapangan dikarenakan tidak tersedia stock kayu pada TPK
Hutan maupun TPK Antara

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara
- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu
terdaftar

Memenuhi

PT Karya Jaya Parakawan telah memiliki 1zin dan kebasahan TPn, TPK Hutan dan
TPK Antara Labion PT Karya Jaya Parakawan berdasarkan Keputusan Pimpinan
No 01/KJP/SK-TPn, TPK/I/2020 tentang Penunjukan dan Penentapan Tempat
Pengumpulan Kayu (TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan dan Tempat
Penimbunan Kayu (TPK) Antara Labion IUPHHK-HA PT Karya Jaya Parakawan
RKT 2020 tanggal 02 Januari 2020.

Seluruh kayu bulat yang diangkut baik dari TPK Hutan sampai ke TPK industri
telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan dokumen SKSHHK diterbitkan
oleh GANISPHPL-PKB-R a.n Apendi (04200002920) sesuai dengan SK Direktur
07/KJP/SK-PSKSHHK/II1/2020 dengan masa berlaku 12 Januari 2023 dan a.n
Rasimin (04210003464) sesuai SK Direktur 08/KJP/SK-PSKSHHK/I11/2020 dengan
masa berlaku 21 Desember 2023.. Hasil uji yang tercantum di LMKB sesuai
dengan SKSHHK yang diterbitkan. Selama periode audit terdapat penerbitan
SKSHHK sebanya:

- TPK Hutan menuju TPK Antara menggunakan Locomotif sebanyak 370 Set
Dokumen SKSHHK sejumlah 15.262 Batang dengan Volume 16.433,54 M3,
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3.  Verifier
3.1.3.a

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

4. Verifier
3.1.3b

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

5. Verifier
3.14

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

6. Verifier
3.2.1.a

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

7 | Verifier
3.2.1b

Nilai

- TPK Antara menuju industri menggunakan alat angkut Locomotif &Tongkang
sejumlah 42 Set Dokumen SKSHHK sebanyak 16.499 Batang Volume
18.438,30 M®

Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa
dilacak balak.

Memenuhi

PT Karya Jaya Parakawan telah melakukan penatausahaan kayu dengan SIPUHH
online dan ditemukan tanda-tanda PUHH pada tunggul di lapangan yaitu berupa
id barcode berwarna kuning dan plastik karpet warna merah dan tulisan berwarna
hitam dengan keterangan no pohon, no petak dan jenis pohon. Seperti kayu
dengan barcode No 3404A23KJPK0000000000120751 dapat ditelurusi pada LHP
No 05/KJP/LHP/KBS/IV/2020, telah diangkut menuju TPK Antara menggunakan
Locomotif sesuai SKSHHK No. KB.B.6554709 tanggal 18 April 2020. Telah
diangkut menuju Industri menggunakan Tongkang sesuai SKSHHK No.
KB.B.6691564 tanggal 18 Mei 2020.

Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin

Memenuhi

Penandaan kayu diterapkan secara konsisten oleh PT Karya Jaya Parakawan yang
dituangkan ke dalam SOP Pemanenan (SOP-01/KJP/03/21 revisi ke-2) mengenai
penandaan dan penomoran batang.. Selain itu PT perusahaan telah melakukan
penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana di
Basecamp PT Karya Jaya Parakawan beserta SDM dan operatornya. Dengan
demikian, diketahui bahwa PT Karya Jaya Parakawan memiliki sistem yang
memungkinkan penelusuran kayu/ lacak balak dimana telah dilakukan pada
verifier 3.1.1. dan 3.1.3.a

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan
arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi

PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh

GANISPHPL-PKB a.n Apendi dan Rasiman sesuai ketentuan dan dilampiri dengan

dengan DKB. Terdapat dokumen SKSHHK yang diarsipkan dan di simpan di kantor

Basecamp. Terdapat penerbitan dokumen SKSHHK dari :

- TPK Hutan menuju TPK Antara menggunakan Locomotif sebanyak 370 Set
Dokumen SKSHHK sejumlah 15.262 Batang dengan Volume 16.433,54 M2,

- TPK Antara menuju industri menggunakan alat angkut Locomotif &Tongkang
sejumlah 42 Set Dokumen SKSHHK sebanyak 16.499 Batang Volume
18.438,30 M3.

Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen SPP DR PSDH yang diterbitkan dan
telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan sebesa DR sebesar US$ 227,510.33,
PSDH sebesar Rp 921,979,980.00

Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi
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Ringkasan
Justifikasi

8  \Verifier
3.2.1.c

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

9  Verifier
3.3.1

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

10 Verifier
3.3.2

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

11  Verifier
3.4.1

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

PT Karya Jaya Parakawan telah melakukan pembayaran DR PSDH sesuai dengan
dokumen SPP yang diterbitkan. Selain itu terdapat BA Rekonsiliasi nomor 04/BAR-
PSDH/Realisasi/2020 tanggal 5 Maret 2021 atas pembayaran PSDH dan DR antara
PT Karya Jaya Parakawan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
untuk Triwulan | s/d Triwulan IV tahun 2020. Hasil perhitungan rekonsiliasi
tersebut sesuai dan kewajiban pembayaran PSDH DR PT Karya Jaya Parakawan
telah dibayarkan.

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan
penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif
PSDH untuk kayu hutan tanaman.

Memenuhi

PT Karya Jaya Parakawan telah melakukan Pembayaran DR PSDH yang telah
sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan

Dokumen PKAPT

NA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003
tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku sejak diundangkan yaitu tertanggal 10 Agustus 2018. Pada periode audit
Resertifikasi (Maret 2020 s.d. Februari 2021), Peraturan Menteri Nomor
68/MPP/KEP/2/2003 sudah tidak berlaku. Dengan demikian, verifier ini tidak
diterapakan.

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Memenuhi

PT Karya Jaya Parakawan melakukan pengangkutan kapal antar pulau dengan
tujuan ke PT Korindo Ariabima Sari (Kalimantan Tengah) dan PT Balikpapan
Forest Industries (Kalimantan Tumur). Seluruh kapal pengangkut kayu PT Karya
Jaya Parakawan dengan tujuan ke industri disertai dengan dokumen SPB dan
diverifikasi berbendera Indonesia seperti contoh dokumen SPB yang digunakan
yaitu Surat Persetujuan Berlayar nomor 95.UPP.II1.159/VI1/2020 nama kapal TB.
Brawijaya-ll dengan bendara Indonesia bertolak dari Labion, Sembakung tanggal
27/07.2020 menuju Pangkalan Bun

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

Seluruh kayu bulat telah dibubuhakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan. Tanda V-
legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu
bergambar Logo V-Legal bertuliskan “ Indonesia LEGAL Wood” dan dokumen
SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan “ Indonesia LEGAL Wood
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26. Prinsip 4:

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.  Verifier 4.1.1
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

2.  Verifier
41.2.a

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

3.  Verifier
41.2.b

Nilai

Ringkasan
Justifikasi

27. Indikator 1.5 :

Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL
Memenubhi

PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen lingkungan seperti dokumen ANDAL
dan dokumen RKL dan RPL yang ditandatangani oleh Komisi Amdal Pusat
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 035/MENHUTBUN-II/2001
tanggal 22 Maret 200

Dokumen RKL dan RPL.

Memenuhi

PT Karya Jaya Parakawan telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah
disahkan oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Amdal Pusat Departemen
Kehutanan dan Perkebunan No. 035/MENHUTBUN-II/2001 tanggal 22 Maret 2001,
mencakup sempadan sungai, KPPN, areal tidak efektif (kebun benih, PUP dan
lainnya)

Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-
kimia, biologi dan social

Memenuhi

PT Karya Jaya Parakawan telah melakukan implementasi Pengelolaan dan
Pemantaun lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak
penting yang terjadi dilapangan seperti pengujian kualiatas air dan lainnya. Sesuai
dengan Uji kualitas air dengan sertifikat uji No. 016/LHU/LKA-FPIK-UBT/XI/2020
tanggal 02 Desember 2020 selain itu juga terdapat Pengelolaan komponen biologi
seperti komponen tumbuhan, komponen satwa liar, Identifikasi Flora dan Fauna di
Lokasi KPPN Tahun 2019, Pengelolaan komponen fisik dan kimia seperti
pengelolaan areal efektif, pengelolaan air, pengelolaan komponen udara dan
lainnya

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1. Verifier 5.1.1.a
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

2. Verifier 5.1.1.b
Nilai

Ringkasan
Justifikasi

Pedoman/prosedur K3
Memenuhi

Tersedia SOP K3 yaitu SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai
dengan dokumen SOP Revisi ke-3. dengan Nomor Referensi OPS/KJP/001 dan
Personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam implementasi K3 sesuai
dengan dengan Keputusan Pimpinan PT Karya Jaya Parakawan No
06/KJP/SK/1/2020 tentang Pembentukan Organisasi K3 tanggal 5 Januari 2020

Ketersediaan peralatan K3
Memenuhi
PT Karya Jaya Parakawan memiliki peralatan K3 yang memadai dan berfungsi

dengan baik serta tidak kadarluasa seperti APAR, APD, Helmet, Kotak P3K dan
lainnya. Selain itu penggunaan APD dilapangan sudah diterapkan dengan baik,
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3. \Verifier 5.1.1.c Catatan kecelakaan kerja

Nilai Memenuhi

Ringkasan PT Karya Jaya Parakawan telah mendokumentasikan catatan kecelakaan secara

Justifikasi lengkap setiap bulannya dan selama periode audit terjadi 3 kali kecelakaan kerja
seperti tertimpa ranting, terpeleset dan keadaan sudah membaik. upaya yang
dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja antara lain breefing secara
rutin terkait K3, memberikan APD kepada karyawan, memasang rambu-rambu
jalan dan memasang papan himbuan K3 sebagai upaya agar dapat menekan
kecelakaan kerja.

Verifier 5.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Nilai Memenuhi

Ringkasan PT Karya Jaya Parakawan belum memiliki serikat pekerja namun memiliki

Justifikasi dokumen kebebasan berserikat sesuai dengan surat pernyataan dari Direktur
Utama tanggal 2 Januari 2020 yang menyatakan bahwa PT Karya Jaya Parakawan
menjamin kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan/karyawati PT Karya Jaya
Parakawan dan tidak ada melakukan intimidasi, black campaign (kampanye
hitam), pemaksaaan kehendak dalam bentuk apapun untuk menjadi atau tidak
menjadi anggota suatu organisasi karyawan/karyawati

Verifier 5.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Nilai Memenuhi

Ring.klasar) PT Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode

Justifikasi 2019-2021 yang terdiri dari 15 BAB dan 61 Pasal yang didalamnya mengatur hak
dan kewajiban karyawan. Masa berlaku Peraturan Perusahaan PT Karya Jaya
Parakawan mulai tanggal 27 April 2019 s/d 27 April 2021. Yang menjelaskan
mengenai hak dan kewajiban karyawan.

Verifier 5.2.3 Pekerja yang masih di bawah umur

Nilai Memenuhi

Ringkasan PT Karya Jaya Parakawan tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur.

Justifikasi

Karyawan termuda atas nama Arief dengan jabatan bagian adm TUK umur 25
tahun.
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6. NILAI AKHIR KINERJA PHPL

. Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

No. Indikator Nill::l !I;!:;?a --N:L::mﬁ:f  Nilai ml?ied?kaa mmm .
1. 1.1 SEDANG 2 3
2. 1.2 SEDANG 2 3
3. 3 BAIK 3 3
4, 1.4 BAIK 3 3
5. 1.5 SEDANG 2 3
6. 2.1 BAIK 3 3
7. 2.2 BAIK 3 3
8. 2.3 BAIK 3 3
9. 2.4 SEDANG 2 3
10. 2.5 SEDANG 2 3
1. 2.6 BAIK 3 3
12. 3.1 BAIK 3 3
13. 3.2 SEDANG 2 3
14, 3.3 SEDANG 2 3
5 34 SEDANG 2 3
16. 35 SEDANG 2 3
17. 3.6 SEDANG 2 3
18. 41 BAIK 3 3
19. 4.2 SEDANG 2 3 .
20. 4.3 BAIK 3 3
21, 4.4 SEDANG 2 3
22, 4.5 BAIK 3 3
JUMLAH 54 66
4/66 = 81,82
TOTAL NILGURINERA N RATOR tanpa verifiser!gim:ta: b:ﬁmilai Buruk
3
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Direktur

$amannda 29 Maret 2021
\;Tg.}, ﬁ PPHPL PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
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